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ABSTRAK 
Nurul Amalia (E21111298), Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar, xvii+ 156+ 2 gambar+ 63 tabel+ pustaka (2003-2014) . Dibimbing 
oleh: Prof. Dr. Sangkala, M.A dan Dr.Hamsinah, M.Si 
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan tentang 
akuntabiltas pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. Hasil penelitan ini nantiya 
diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam rangka 
menciptakan sistem pelayanan yang prima. Dari segi akademik, hasil penelitian ini 
diharapakan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintah. 
Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan 
Akuntabilitas pelayanan publik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. Unit analisis penelitian ini adalah 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar dan Dinas Tata 
Ruang dan Bangunan Kota Makassar, menggunakan tipe penelitian deskriptif 
kuantitatif. Terdapat 4 nilai untuk mengukur tingkat akuntabilitas pelayanan publik 
dan terdapat 6 nilai untuk mengukur faktor-faktor pendukung akuntabilitas menurut 
Manggaukang.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar sudah cukup akuntabel, akan tetapi terdapat beberapa indikator 
yang masih tidak akuntabel menurut masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data 
hasil kuesioner yaitu indikator kepatuhan terhadap prosedur belum akuntabel,  
Sedangkan pelayanan publik dengan kepastian biaya dan pelayanan publik yang 
responsif mendapatkan tanggapan ragu-ragu dari masyarakat . Sedangkan faktor-
faktor yang mendukung akuntabilitas, terdapat beberapa indikator yang belum 
akuntabel yaitu faktor perlunya penggambaran fungsi dan kekuasaan yang tidak 
hanya menurut garis hirarkis (vertikal) tetapi juga horisontal, faktor  perlunya dialog 
dengan masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas dengan bahasa yang mudah 
dipahami dan faktor mencipakan lingkungan yang mendukung pencapaian 
akuntabilitas mendapatkan tanggapan tidak setuju. Faktor besarnya partisipasi 
penduduk dan penerima layanan dalam menegakkan akuntabilitas dan faktor 
mendorong media pers untuk memberi cakupan yang lebih luas tentang aktivitas 
pembangunan di tingkat distrik mendapatkan tanggapan ragu-ragu dari 
masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
Nurul Amalia (E21111298), Accountability Services Building Permit (IMB) in 
The Integrated Licensing Agency and Investment Makassar, xvii+ 156+ 2 
pictures+ 63 tables+ library (2003-2014) . Supervised: Prof. Dr. Sangkala, M.A 
and Dr.Hamsinah, M.Si 
 
The study aims to provide an overview and explanation of the accountability 
services building permit (IMB) in The Integrated Licensing Agency and Investment 
Makassar. The result of the study hopefully will be input for Government of 
Makassar in order to create a system of excellent service. Academic terms, the 
result of this study are expected to be useful for the development of the science of 
government.  
Generally, this study aimed to describe accountability services building 
permit (IMB) in The Integrated Licensing Agency and Investment Makassar. The 
unit analysis of this research is that The Integrated Licensing Agency and 
Investment Makassar and the Department of Spatial Planning and Building 
Makassar, using qualitative descriptive research type. There are 4 (four) grades to 
measure the level of accountability of public service and there are 6 (six) values to 
measure the factors supporting accountability by Manggaukang.  
These results indicate that the service accountability Building Permit at the 
Integrated Licensing and Investment Makassar accountable enough, but there are 
some indicators that are still not accountable by the public. It can be seen from the 
data results of the questionnaire is an indicator of compliance with procedures have 
not been accountable, while public services with cost certainty and public services 
that are responsive gain hesitant response from the public. While the factors that 
support accountability, there are several indicators that have not been 
accountable, namely the need to factor depiction functions and powers not only 
according to the hierarchical lines (vertical) but also horizontally, factor the need 
for dialogue with the public about the importance of accountability in a language 
that is easily understood and factors mencipakan environment that supports the 
achievement of accountability get responses disagreed. Factor of the magnitude 
of the participation of residents and recipients of services in enforcing 
accountability and factors encouraging the press to provide more extensive 
coverage of the development activities at the district level to get feedback from the 
public hesitation. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
Dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita reformasi, khususnya pada 
perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pandangan negatif yang 
melekat pada birokrasi di masa Orde Baru berusaha untuk diperbaiki. Salah satu 
cara yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penerapan tata 
kelola pemerintahan yang baik, bersih dan beribawa atau dikenal dengan good 
governance dalam birokrasi.  
Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud good 
governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan 
bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergian” 
interaksi yang kosntruktif diantara dominan-dominan negara, sektor swasta dan 
masyarakat (Abdullah Faisal, 2009:4). 
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berusaha 
menerapkan good governance dengan baik. Berbagai assessment yang diadakan 
oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia 
sampai saat ini belum pernah mampu mengembangkan good governance. 
Mungkin karena alasan itulah gerakan reformasi yang digulirkan oleh para 
mahasiswa dari berbagai kampus telah menjadikan good governancemasih 
terbatas pada praktik KKN (Clean Governance). 
Namun, hingga saat ini salah satu tuntutan pokok dari amanat reformasi itu 
pun belum terlaksana. Kebijakan yang tidak jelas, penempatan personal yang tidak 
kredibel, serta kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingan 
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bangsa yang telah menyebabkan dunia bertanya apakah Indonesia memang 
harus serius melaksanakan good governance? demikian dinyatakan oleh Prof. Dr. 
Sofian Effendi (Surjadi, 2012:22).  
Kepemerintahan yang baik merupakan hal yang menjadi fokus perhatian 
utama dalam pengelolaan administrasi publik hingga kini. Tuntutan dari 
masyarakat kepada pemerintah dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik terus gencar dilaksanakan ditandai dengan meningkatnya tingkat 
pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik. Masyarakat 
senantiasa menginginkan reformasi atau perubahan pada pelayanan publik yang 
selama ini dalam pelaksanaanya masih dianggap kurang baik. 
Pencapaian good governance merupakan indikasi utama bagi 
terselenggaranya manajemen pemerintahan dan proses pembangunan yang 
efektif, efisien, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun sepertinya 
upaya dalam pencapaian hal tersebut tampaknya masih mengalami kesulitan 
dimana kondisi birokrasi masih belum mampu mengembangkan sistem yang 
sesuai dengan dinamika masyarakat. 
Good governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan 
yang umum, karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Upaya 
menjalankan prinsip-prinsip good governance perlu dilakukan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 
Dalam good governance, akuntabilitas merupakan elemen terpenting dan 
merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri. 
Akuntabilitas merupakan konsep yang terkait dengan aktifitas governance yaitu 
dengan upaya untuk membentuk dan mempertahankan bentuk tatanan 
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pemerintahan dalam konteks sosial (Mulgan dan Uhnr 2000). Konsep ini bermakna 
bentuk yang mengembangkan hubungan khas antara penguasa dan yang dikuasai 
yang didasarkan pada norma dan nilai yang diterapkan penguasa. Selain itu 
konseptual akuntabilitas dapat dipandang sebagai bentuk governance yang 
tergantung pada interaksi dan mekanisme sosial dinamis yang terbentuk dalam 
komunitas moral semacam itu.  
Konsepsi dasar akuntabiltas adalah pertanggungjawaban atas perbuatan 
seseorang (Romzek dan Dubnick, 1987). Akuntabilitas berarti tingkat sampai 
dimana suatu organisasi yakni ia dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan 
perilakunya pada masyarakat (Broadnax, 1981). Akuntabiltas dapat diformalkan 
melalui UU, aturan, peraturan dan pemerintah pengadilan atau didasarkan pada 
sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan informal yang dikembangkan melalui 
konotasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi atau tipe rumusan lain yang 
dipahami namun tak tertulis (Manggaukang, 2006:11). 
Impelementasi konsep akuntabilitas diIndonesia bukan tanpa hambatan. 
Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas 
di Indonesia, antara lain adalah rendahnya standar kesejahteraan pegawai 
sehingga memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencukupi 
kebutuhannya dengan melanggar azas akuntabilitas; faktor budaya, seperti 
kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibanding pelayanan 
kepada masyarakat; dan lemahnya sistemhukum yang mengakibatkan kurangnya 
dukungan terhadap faktor punishment jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan, 
khususnya dibidang keuangan dan administrasi. 
Dalam administrasi publik, istilah pelayanan publik merupakan standar 
yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah (sektor publik) 
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kepada masyarakat atau individu atas dasar dan berorientasi kepada kepentingan 
umum. Pelayanan publik pada umumnya merujuk kepada beberapa pemenuhan 
kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum, 
dan lain-lain. 
Dalam menjalankan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik 
memiliki kewajiban diantaranya untuk menyusun dan menetapkan standar 
pelayanan, menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik 
yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, berpartisipasi aktif 
dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik, serta memberikan pertanggungjawaban 
terhadap pelayanan yang diselenggarakan.Penyelenggaraan pelayanan publik 
harus dapat dipertanggung-jawabkan, baik kepada publik maupun kepada 
atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Jika melihat kondisi kota Makassar sekarang ini dengan slogan Makassar 
Menuju Kota Dunia, banyak tantangan yang kemudian akan dihadapi oleh 
pemerintah dan masyarakat kota Makassar terkait dengan pembangunan 
infrastruktur dan pembangunan lainnya. Melihat hal tersebut pemerintah banyak 
melakukan pembangunan mulai dari pembangunan fisik maupun nonfisik. Salah 
satunya adalah pelayanan di sektor publik yang terkhusus ke pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota 
Makassar. 
Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik 
yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat. Di mana IMB ini dikeluarkan oleh Badan 
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Perizinan Terpadu & Penanaman Modal dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
selaku penyelenggara yang memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. 
Persoalan yang kemudian muncul adalah pelaksanaan fungsi pelayanan 
IMB di Kota Makassar, dimana masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai 
waktu pelaksanaan hingga biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan IMB. 
Padahal jika kita mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar dalam 
bab II pasal 2-6 dijelaskan bahwa proses penyelesaian IMB adalah 12 hari kerja.  
Tetapi jika dilihat kondisi real yang ada, malah ada yang sampai berbulan-bulan 
(http://makassar.antaranews.com/berita/35036/profil-antara).  
Pemberian pelayanan yang memakan proses dan prosedur panjang, yang 
terjadi di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Tata Ruang 
& Bangunan, juga menjadi indikasi masih rendahnya akuntabilitas dari birokrasi 
pelayanan yang ada.  Sebagai unit pelayanan yang pada awalnya dirancang untuk 
memudahkan pelayanan masyarakat, pada kenyataannya justru cenderung 
memperpanjang proses dan prosedur pelayanan. Meskipun demikian, 
keberadaannya masih tetap dipertahankan karena merupakan program dari 
pemerintah pusat (http://makassar.antaranews.com/berita/35036/profil-antara). 
Berdasarkan penelitian terdahulu, akuntabilitas pelayanan Izin Mendirikan 
Bagunan pada Badan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal dan Dinas Tata 
Ruang dan Bangunan menyimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan IMB di kota 
Makassar belum sepenuhnya akuntabel dalam memberikan pelayanan. Hal ini 
didasarkan pada: (a) Acuan pelayanan IMB di Kota Makassar belum konsisten. 
Hal ini, dilihat dari lamanya waktu pelayanan dan masih adanya biaya ekstra yang 
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dikeluarkan pengguna jasa (b) Solusi pelayanan yang diberikan petugas belum 
sepenuhnya baik,karena masih ada sebagian petugas yang menerima imbalan 
atas bantuan yang diberikan (c) Prioritas kepentingan pengguna jasa belum 
sepenuhnya di prioritaskan, karena pengguna jasa terkadang menunggu karena 
petugas bersangkutan tak ada di tempat. Kemudian yang membedakan penelitian 
terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan teori Agus 
Dwiyanto dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara sedangkan penelitian ini menggunakan teori 
akuntabilitas proses Sheila Elwood dengan pendekatan kuantitatif  dan teknik 
pengumpulan data kuesioner.  
Rendahnya akuntabilitas pemberian pelayanan publik oleh birokrasi dapat 
dilihat juga dari banyaknya kasus yang dialami oleh masyarakat pengguna jasa. 
Masalah prosedur pelayanan yang banyak merugikan masyarakat pengguna jasa. 
Selain itu seringkali dijumpai adanya calo yang bermain dalam pengurusan IMB 
tersebut. Yang kemudian membuat masyarakat membutuhkan dana yang lebih 
untuk pengurusan IMB tersebut (http://rakyatsulsel.com).  
Masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya disiplin terhadap waktu 
kerja, misalnya pegawainya sering datang terlambat, pelayanan yang berbelit-belit 
serta kurangnya tenaga ahli yang ditempatkan, sehingga masyarakat sebagai 
objek ataupun pihak yang memperoleh pelayanan tidak merasa puas 
(http://tempo.co).  
Fakta lain yang terjadi dan umumnya dipraktekkan oleh aparat pemerintah 
yang berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu adanya diskriminasi dalam 
pelayanan. Dimana ada sebagian masyarakat yang memperoleh kemudahan di 
dalam pelayanan karena adanya kedekatan hubungan antara aparat sebagai 
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pemberi layanan dengan masyarakat yang dilayani sehingga pelayanannya lebih 
mudah dan cepat (http://makassar.antaranews.com). 
Berdasarkan uraian tersebut penulis mencoba mengkaji penerapan prinsip 
good governance, yaitu akuntabilitas pada Badan Perizinan Terpadu & 
Penanaman Modal dan Dinas Tata Ruangdan Bangunan Kota Makassar dengan 
melihat masih banyaknya masalah yang dihadapai dalam pelaksanaan tata kelola 
pemerintahan yang baik. Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat judul 
“Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan di Badan Perizinan Terpadu & 
Penanaman Modal Kota Makassar”. 
 
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka masalah 
dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) di Badan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal 
Kota Makassar? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung akuntabilitas pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Perizinan Terpadu & 
Penanaman Modal Kota Makassar? 
 
I.3 Tujuan Penelitian 
 Adapun yang menjadi  tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan 
akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota 
Makassar. 
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I.4 Manfaat Penulisan 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 
1. Manfaat Ilmiah 
Merupakan pengalaman berharga serta dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan peneliti tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik di Badan 
Perizinan Terpadu & Penanaman Modal dan Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan Kota Makassar. 
2. Manfaat Institusi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan sebagai masukan 
yang berkaitan dengan pengembangan ilmu serta dapat digunakan sebagai 
bahan perbandingan bagi penelitian dimasa mendatang. 
3. Manfaat Praktis 
Sebagai bahan informasi bagi stakeholder yang berkaitan langsung maupun 
tidak langsung, khususnya yang menyangkut akuntabilitas pelayanan publik 
di Badan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal dan Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan Kota Makassar. 
.   
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1. Konsep Akuntabilitas 
II.1.1 Definisi Akuntabilitas 
Akuntabilitas sebagai istilah dalam konteks pemerintahan dan politik 
bukanlah masalah baru, namun sudah menjadi desas-desus dalam satu dekade 
terakhir atau lebih. Istilah akuntabilitas adalah istilah dalam bahasa Inggris yang 
sulit dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lainnya, 
seperti bahasa Italia, Spayol dan Perancis. Seperti dikatakan Avril dalam Carol 
Harlow (2002) dalam papernya yang berjudul “Problems of Accountability in the 
European Union”, sulit menemukan padanan yang pasti untuk istilah 
“accountability”, semua harus meminjam dari kata bahasa Inggris. 
Istilah Akuntabilitas menurut Dubnick (1998), akuntabilitas berasal dari 
bahasa Perancis lama “comptes a render” yang beraarti meberikan laporan. 
Karena itu, wajar jika definisi standar tentang akuntabilitas menekankan pada 
informasi dan saksi. Dalam persfektif pemerintah (sempit), istilah akuntabilitas 
hanya dipandang sebagai legalitas tindakan administrasi. Pegawai publik dan 
organisasinya dipandang ‘accountable’ jika mereka secara hukum diminta 
mejelaskan tindakannya. Berakuntabilitas berarti “harus memberikan jawaban 
bagi tindakan (action) atau ketidakbertindakan (inaction) seseorang” (Oarkeson, 
1989) dan bertanggungjawab atas berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh 
keduanya (Burke, 1986; Cooper, 1990; Kearns, 1996). 
Kata “akuntabilitas” dalam Oxford English Dictionary, mengandung 
pengertian kualitas menjadi bertanggungjawab, kewajiban memberi penjelasan 
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dan menjawab, melaksanakan kewajiban atau tindakan; tanggung jawab; 
pertangungjawaban.  
Akuntabilitas (accountability), artinya perbuatan (hal) bertanggungjawab; 
keadaan untuk dipertanggungjawabkan; atau sering juga diartikan dengan 
tanggung gugat; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban.  
Selain definisi diatas, berikut dikemukakan beberapa defenisi yang 
dikembangkan berdasarkan sejumlah kamus besar, kalangan akademisi dan 
pemerintahan diantaranya sebagai berikut: 
a. Romzek dan Dubnick (1990) mengatakan “more broadly conceived, 
public administration accountability involves the organization”. 
Akuntabilitas administrasi publik dalam pengertian yang luas 
melibatkan lembaga-lembaga publik (agencies) dan birokrat (their 
workes) untuk mengendalikan bermacam-macam harapan yang 
berasal dari dalam dan luar orgnaisasinya. Dengan demikian, 
akuntabilitas administrasi publik sesungguhnya terkait dengan 
bagaimana birokrasi publik (agencies) mewujudkan harapan-harapan 
publik.  
b. Hamid (1991) dalam artikelnya berjudul “accountability in the public 
service” menulis: “accountability can be defined as the obligation to give 
answer and explanations, concerning one’s actions and performance 
to those with right to require such answer and explanations.” Pengertian 
ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berarti meminta individu dan 
organisasi bertanggungjawab atas kinerja yang diukur seobyektif 
mungkin. 
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c. Chandler dan Plano (1992) mengartikan akuntabilitas (accountability) 
sebagai “refers to institution of checks and balances in an 
administrative system”. Akuntabillitas menunjuk pada institusi tentang 
“check and balance” dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti 
menyelengarakan perhitungan (account) terhadap sumber daya atau 
kewenangan yang digunakan. 
d. Salleh dan Iqbal (1995) mengatakan “accountability consist in a 
statutory obligation to provide”. Dengan pengertian yang demikian, 
akuntabilitas memungkinkan memberi sangsi disiplin terhadap 
lembaga akuntabilitas, mengkritik kesalahannya, dan memberikan 
kontribusi terhadap terhadap administrasi umum.  
e. Menurut LAN-RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberian 
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan 
tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada 
pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan 
atau pertanggungjawaban (LAN & BPKP, 2004). 
Berdasarkan beberapa definisi akuntabilitas yang  telah dipaparkan diatas, 
penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban 
dari individu-individu untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang ada untuk 
menyajikan dan melaporkan segala tindak kegiatannya yang dapat menjawab dan 
menerangkan kinerja suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 
wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. 
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II.1.2 Ruang Lingkup Akuntabilitas 
Menurut Mahsun (2011), ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada 
bidang keuangan saja, tetapi meliputi (Rudy M.Harahap, 2013:30) : 
1. Fiscal accountability, yaitu akuntabilitas yang dituntut masyarakat 
berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi; 
2. Legal accountability, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana 
undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh 
para pemegang amanah; 
3. Program accountability, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan 
bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan; 
4. Process accountability, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan 
bagaimana pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-sumber 
potensi daerah secara ekonomi dan efisien; dan outcome accountability, 
yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil 
dapat bermanfaat memenuhi  harapan dan kebutuhan masyarakat. 
 
II.1.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas 
 Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2002) mengemukakan 4(empat) jenis 
akuntabilitas publik yaitu (Manggaukang, 2006:37) : 
a. Akuntabilitas Hukum dan peraturan (accountability for probity and legality) 
yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan 
sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini 
perlu dilakukan audit kepatuhan (complience audit). 
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b. Akuntabilitas Proses (process accountability) yaitu akuntabilitas yang 
terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas 
apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui 
pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. 
c. Akuntabilitas Program (program accountability) yaitu akuntabilitas yang 
terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai 
dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan 
alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang 
minimal. 
d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) yaitu akuntabilitas yang 
terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD 
sebaga legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya 
transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penelitian 
dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.  
Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila 
Elwoods diatas, maka pejabat publik didalam menjalankan tugas 
tanggungjawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut hukum atau 
peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggunjawabnya, dalam 
program yang diimplementasikan dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau 
dirumuskan. 
Kemudian, Jabbra dan Dwivedi (1989) mengemukakan ada 5 (lima) jenis 
akuntabilitas: 
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a. Administrative/Organizational Accountability. Akuntabilitas organisasi 
suatu lembaga membutuhkan hubungan hierarkis yang jelas antara pusat 
pertanggungjawaban dan unit-unit dimana perintah dilaksanakan. 
b. Legal Accountability. Akuntabilitas legal mengaitkan tindakan pada 
dominan publik dengan proses peraturan dan pengadilan yang berlaku. Hal 
ini dapat dilakukan dengan tindak pengadilan atau kajian pengadilan atas 
tindakan administrasi bila organisasi atau pegawainya dimintai 
akuntabilitasnya karena tidak mematuhi kewajiban hukum atau peraturan. 
c. Political Accountability. Legitimasi program publik dan daya tahan 
organisasi yang bertanggungjawab atasnya, menjadi urusan akuntabilitas 
politik. Dalam banyak hal akuntabilitas politik mengalahkan akuntabilitas 
administrasi karena politikus yang terpilih memiliki tanggung jawab untuk 
menjalankan pekerjaan. 
d. Professional accountability. Akuntabilitas profesional menuntut kalangan 
profesional dalam layanan publik untuk menyeimbangkan kode profesi 
mereka dengan konteks melindungi kepentingan publik yang lebih luas. 
e. Moral Accountability. Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk 
mempertanggungjawabkan secara moral atas tindakan-tindakannya. Oleh 
sebab itu setiap tindakan aparat kehendaknya didasari prinsip-prinsip 
moral dan etika sebagaimana diakui oleh konstitusi dan peraturan-
peraturan lainnya serta diterima oleh publik sebagai norma dan perilaku 
sosial yang telah mapan. 
Lebih lanjut lagi, Samuel Paul membedakan 3 (tiga) jenis akuntabilitas 
yaitu: Democratic Accountability merupakan gabungan antara political dan 
administrative accountability. Akuntabilitas dilaksanakan secara hirarki dan 
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berjenjang yang dimulai dari unit-unit yang paling bawah sampai yang paling atas. 
Professional Accountability. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya para aparat 
profesional sebaiknya berdasarkan pada norma-norma dan standar profesinya. 
Legal accountability. Dalam pelaksanaan kepentingan hukum disesuaikan dengan 
kepentingan public goods dan public service yang memang dituntut oleh seluruh 
masyarakat.   
Selanjtunya Mario D.Yango mengembangkan 4 (empat) jenis akuntabilitas 
yaitu: 
a. Traditional atau regulatiy accountability. Dimaksudkan bahwa untuk 
mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang 
mengarah pada perwujudan pelayanan prima, maka perlu akuntabilitas 
tradisional atau akuntabilitas regular untuk mendapatkan informasi 
mengenai kebutuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait 
denga aturan fiskal dan peraturan pelaksanaan administrasi publik disebut 
juga cimpliance accountability. 
b. Managerial Accountability. Ciri utama akuntabilitas manajerial adalah 
efisiensi pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan suatu 
instansi pemerintah. Oleh karena itu akuntabilitas manejerial 
menitikberatkan pada efisiensi dan kehematan penggunaan dana, harta 
kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber daya lainnya.  
c. Program Accountability. Akuntabilitas program memfokuskan pada 
penciptaan hasil operasi pemerintah. Untuk itu, semua pegawai 
pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan disekitar penyampaian 
tujuan pemerintah, bukan sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku.  
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d. Process Accountability. Akuntabilitas proses memfokuskan kepada 
informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas 
pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi sebab rakyat yang 
notabene pemegang kekuasaan selayaknya memiliki kemampuan utnuk 
menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi riil.  
Ferlie et al (1997;202-216) dalam Kumorotomo (2005) membedakan 
beberapa model akuntabilitas yakni akuntabilitas ke atas, akuntabilitas kepada 
staff, akuntabilitas ke bawah; akuntabilitas berbasis pasar dan akuntabilitas pada 
diri sendiri. Dua model pertama menekankan pada konsep kontrol, pengawasan 
atau pengendalian di dalam birokrasi publik. Kemudian konsep accountability 
downwards terkait dengan konsep demokrasi partisipatif, bahwa aktivitas politik 
dan pelayanan publik harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif 
dan kerjasama antara wakil rakyat dan mayarakat pada tingkat lokal. Sedangkan 
konsep market-based forms of accountability (akuntabilitas berbasis pasar) 
mengutamakan adanya kompetisi dan mekanisme pasar memungkinkan rakyat 
memiliki pilihan lebih banyak terhadap kualitas pelayanan yag dikehendakinya. 
Pemerintah harus mampu memperluas alternatif penyedia pelayanan publik serta 
menunjang informasi atau menetapkan standar yang dapat menjamin adanya 
akuntabilitas yang terbaik di dalam pelayanan publik. Selain itu juga terdapat 
konsep Self-Accountability (akuntabilitas diri sendiri) yang pada dasarnya 
merupakan proses akuntabilitasinternal yang sangat tergantung kepada 
penghayatan mengenai nilai-nilai moral atau etika para pejabat birokrat yang 
melaksanakan tugas pelayanan publik. 
Dari berbagai jenis akuntabilitas yang telah dipaparkan, maka 
penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam 
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akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood, yaitu akuntabilitas yang terkait 
dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah cukup 
baik. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan yang cepat, 
responsif dan murah biaya.  
 
II.1.4 Faktor-Faktor Yang Mendukung Akuntabilitas  
Menurut Manggaukang, faktor-faktor yang mendukung akuntabilitas 
sebagai berikut: 
a. Besarnya partisipasi penduduk dan penerima layanan dalam menegakkan 
akuntabilitas, 
b. Perlunya penggambaran fungsi dan kekuasan yang tidak hanya menurut 
garis hirarkis(vertical) tetapi juga horisontal; 
c. Perlunya dialog dengan masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas 
dengan bahasa yang mudah dipahami; 
d. Meningkatkan partisipasi penerima layanan terhadap aktivitas dan fungsi 
lembaga publik terhadap masyarakat; 
e. Mendorong media pers untuk memberi cakupan yang lebih luas tentang 
aktivitas pembangunan di tingkat distrik; 
f. Menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian akuntabilitas. 
Walaupun demikian, akuntabilitas bukan alat mesin yang dapat dipasang, 
lalu dengan sendirinya berjalan efektif. Akuntabilitas merupakan proses 
administrasi-politik yang hanya dapat dicapai dengan upaya yang sungguh-
sungguh dan berkelanjutan. Proses evolusinya membutuhkan kesadaran dan 
kewaspadaan publik. Akuntabilitas tidak hanya memberi pernyataan fiinansial 
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pada otoritas atau lembaga yang lebih tinggi, namun merupakan sumber 
pengetahuan yang terbuka. Semakin besar partisipasi penduduk dan penerima 
layanan, semakin besar akuntabilitas pejabat publik.  
Akuntabilitas memang bukanlah segala-segalanya namun merupakan 
mekanisme pengungkapan pandangan. Penggambaran fungsi dan kekuasaan 
menurut garis hiraki saja tidak akan mendukung akuntabilitas, maka 
penggambaran horisontal tentang kekuasaan dan otoritas juga penting. 
Akuntabilitas merupakan proses dialog antara pejabat publik dan penerima 
layanan; maka pemahaman penerima layanan sangat penting.   
 
II.1.5 Indikator-Indikator Akuntabilitas 
David Hulme dan Mark Turner (1987) mengemukakan bahwa 
akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa 
instrumen untuk mengukurnya yaitu adanya indikator seperti : (1) legitimasi bagi 
para pembuat kebijakan (legitimacy of decisions maker); (2) keberadaan kualitas 
moral yang memadai (moral conduct); (3) kepekaan (responsiveness); (4) 
keterbukaan (openes); (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal (optimal 
resources utilization); dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas 
(improving efficency and effectiveness).  
Maka dari itu akuntabilitas terkait dengan beberapa pertanyaan berikut ini: 
1) Apakah para elit berkuasa telah dipilih melalui suatu pemilihan yang jujur, adil 
dan dengan melibatkan partisipasi publik secara optimal? 
2) Apakah kualitas moral dan tingkah laku elit berkuasa cukup memadai ? 
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3) Apakah elit yang berkuasa memiliki kepekaan yang tinggi atas aspirasi yang 
berkembang di masyarakat luas? 
4) Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai ? 
5) Apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal ? 
6) Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sudah 
dilaksanakan dengan efektif dan efisien ? 
Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan 
hanya jika:  
a) Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang 
diharapkan dari mereka.  
b) Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggung 
jawabnya; bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan 
dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.  
c) Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon 
atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya.  
d) Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai 
mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk 
tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal 
administrasi (Manggaukang Raba, 2006). 
Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas 
yang bersumber dari Sheila Elwood, untuk mengukur akuntabilitas 
penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-
indikator kinerja yang meliputi :  
1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.  
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2. Adanya pelayanan publik dengan kepastian biaya.  
3. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu.  
4. Adanya pelayanan publik yang responsif  
 
II.2. Konsep Pelayanan Publik 
II.2.1 Konsep Pelayanan 
Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas 
seseorang,sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung 
untuk memenuhi kebutuhan. 
Monir (2003:16) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan 
kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri 
Pemberdayaan Aparatur Negara (1993) mengemukakan bahwa pelayanan adalah 
segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka 
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Definisi yang sangat sederhana diberikan oleh Ivancevich, Lorenzi, 
Skinner dan Crobsy (1997:448) yaitu Pelayanan adalah produk-produk yang tidak 
kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan 
menggunakan peralatan.  
Adapun definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos sebagaimana 
yang dikutip dibawah ini yaitu: 
“Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 
tdak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya 
interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 
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disediakan oleh perusahaan yang pemberi pelayanan yang dimaksudkan 
untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan” 
Dari dua definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa ciri-ciri pokok 
pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya 
manusia atau peralatan lain yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan.  
Pelayanan juga merupakan suatu proses untuk memenuhi segala 
kebutuhan manusia baik melalui aktivitas sendiri maupun secara tidak langsung 
melalui aktivitas orang lain. Arti proses itu sendiri menurut Fred Luthans 
adalah:”...any action is performed by management ti achieve organizational 
objectives” (Moenir, 2014:17). Disini pengertian proses terbatas dalam kegiatan 
manajemen dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.  
Layanan umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas 
dari tiga macam yaitu (Moenir, 2014: 190): 
a. Layanan dengan lisan 
Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang 
hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan 
bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau 
keterangan kepada siapapun yang memerlukan.  
b. Layanan melalui tulisan 
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling 
menonjol dalam pelaksanaan tugas. Layanan tulisan terdiri atas dua 
golongan, pertama layanan yang berupa petunjuk, informasi yang 
sejenis ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan agar 
memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga; 
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kedua, layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, 
keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitauan dan lain sebagainya.  
c. Layanan berbentuk perbuatan 
Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80% dilakukan 
oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor 
keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan 
terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan.  
 
II.2.2 Konsep Pelayanan Publik 
Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang 
sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan 
pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat mulai dari pelayanan dalam 
bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.   
Pelayanan publik secara konseptual perlu dibahas kata demi kata. Menurut 
Kohler, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara Lukman 
berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi 
dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara 
fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus besar 
Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. 
Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman; 
menyediakan keperluan orang; mengiyakan; menerima; menggunakan.  
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Sementara itu istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti 
umum, masyarkat, negara. Kata publik sebenarnya berasal sudah diterima 
menjadi Bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, 
ramai. Ini dan kawan-kawan mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang 
memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar 
dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu 
pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu priduk secra fisik 
(Sinambella, 2006:8). 
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan Aparatur Negara 
Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan sebagai berikut:  
“Sebagai bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di 
Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah dalam 
bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. 
Mengikuti definisi tersebut di atas, pelayanan publik atau pelayanan umum 
dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab 
dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Negara atau Badan Usaha Milik 
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Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Adapun pelayanan publik menurut Sinambela (2005:16) adalah sebagai 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 
memiliki setiap kegiatan yangmenguntungkan dalam suatu kumpulan atau 
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 
produk secara fisik (Harbani Pasolog, 2008:128). 
Definisi lain diberikan oleh Agung Kurniawan (2005:6), pelayanan publik 
adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat 
yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok 
dan tata cara yang telah ditetapkan.  
David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya “Reinventing 
Government” (1995) memperkenalkan konsep pelayanan publik yang intinya 
bahwa penting diadakan peningkatan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah 
dengan cara memberi wewenang kepada pihak swasta lebih banyak berpartisipasi 
sebagai pengelola pelayanan publik.  
Dalam rangka perbaikan penerapan dan perbaikan sistem dalam kaitannya 
dengan pelaksanaan pelayanan publik, Osborne menyimpulkan ada sepuluh 
prinsip yang disebut sebagai keputusan gaya baru. Kesepuluh prinsip yang 
dimaksud adalah sebagai berikut :  
a. Pemerintah katalis, mengarahkan ketimbang mengayuh. 
b. Pemerintahan milik masyarakat, memberi wewenang ketimbang 
melayani. 
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c. Pemerintah yang kompetitif, menyuntikkan persaingan ke dalam 
pemberian pelayanan. 
d. Pemerintahan yang digalakkan oleh misi, mengubah organisasi yang 
digerakkan oleh peraturan. 
e. Pemerintahan yang berorientasi hasil, membiayai hasil, bukan 
masukan. 
f. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan, memenuhi kebutuhan 
pelanggan, bukan birokrasi. 
g. Pemerintahan wirausaha, menghasilkan ketimbang membelanjakan. 
h. Pemerintah antisipatif, mencegah daripada mengobati. 
i. Pemerintahan desentralisasi. 
j. Pemerintahan birokrasi pasar, mendongkrak perubahan melalui pasar. 
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna 
jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai 
berikut (Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004):  
a. Transparansi  
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 
dimengerti. 
b. Akuntabilitas  
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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c. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektifitas. 
d. Parsitipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggara pelayanan 
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat. 
e. Kesamaan Hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender dan status ekonomi. 
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. 
Selain memperhatikan asas-asas pelayanan publik, penyelenggaraan 
pelayanan publik pun harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam memberikan 
pelayanan publik di dalam Keputusan MENPAN nomor 63 Tahun 2003 disebutkan 
bahwa penyelenggaran pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip yaitu 
sebagai berikut: 
a. Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
mudah dilaksanakan.  
b. Kejelasan: 
i. Persyaratan terknis dan administrasi pelayanan publik. 
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ii. Unit kerja/pejabat yang berwewenang dan bertanggungjawab 
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan 
publik. 
iii. Rincian biaya pelayanan publik dam tata cara pembayaran. 
c. Kepastian dan tepat waktu: 
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu 
yang telah ditentukan. 
d. Akurasi 
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 
e. Tidak diskriminatif  
Tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status 
ekomoni. 
f. Bertanggungjawab  
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi 
telekomunikasi dan informatika. 
h. Kemudahan akses 
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 
dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 
teknologikomunikasi dan informasi. 
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i. Kejujuran 
Cukup jelas. 
j. Kecermatan 
Hati-hati, teliti, telaten. 
k. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 
Aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, sopan, ramah, dan 
memberikan pelayanan dengan ikhlas sehingga pemerima pelayanan 
merasadihargai haknya. 
l. Keamanan dan kenyamanan 
Proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, 
nyaman, dan kepastian hukum. 
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk 
memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, 
jasa, pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. Sebagaimana hakikat pelayanan yang menyatakan bahwa pemberian 
pelayanan prima dalam kepada masyarkat yang merupakan perwujudan 
kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Dalam melaksanakan 
pelayanan publik, Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan ada 
empat pola pelayanan, yaitu:  
a. Fungsional 
Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai 
dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 
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b. Terpusat 
Pola penyelenggara publik diberikan secara tunggal oleh 
penyelenggara pelayanan berdasarkan perlimpahan wewenang dari 
penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.  
c. Terpadu 
Pola penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dibedakan menjadi 
dua yaitu: 
i. Terpadu satu atap 
Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu 
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak 
mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa 
pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan 
masyarakat tidak perlu disatuatapkan. 
ii. Terpadu satu atap 
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada suatu 
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki 
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. 
d. Gugus tugas 
Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus 
tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi 
pemberian pelayanan tertentu.  
 
II.3 Akuntabilitas Pelayanan Publik 
Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan, 
baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi 
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pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pertanggungjawaban pelayanan publik meliputi: 
a. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 
 Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan 
proses yang antara lain meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), 
profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, 
kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan 
perundang-undangan ) dan kedisiplinan; 
 Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar 
atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan. 
 Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan 
secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau 
pimpinan unit pelayanan isntansi pemerintah. Apabila terjadi 
penyimpangan dalam hal penyampaian standar, haru sdilakukan 
upaya perbaikan. 
 Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan 
publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan. 
 Masyarakat harus dapat melakukan penilaian terhadap kinerja 
pelayanan secara berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 
 Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian 
dalam pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak 
mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
b. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik 
 Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang telah ditetapkan. 
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 Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya 
pelayanan publik, harus ditangan oleh petugas/pejabat yang 
ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penguasan dari 
pejabat yang berwenang. 
c. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik 
 Persyaratan teknis dan adminsitratif harus jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk 
pelayanan. 
 Prosedur dan mekanisme kerja harus sedehana dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
 Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah. 
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan publik adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan 
dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang 
dimiliki oleh para stakeholders. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang 
dalam masyarakat tersebut, di antaranya, meliputi transparansi pelayanan, prinsip 
keadilan, jaminan penegak hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan 
yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa (Agus Dwiyanto, 
2012:57).  
Menurut Dwiyanto, et.all (2002:55) untuk mengukur akuntabilitas 
penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-
indikator kinerja yang meliputi: 
1. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses 
penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip 
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orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat 
pengguna jasa; 
2. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat 
penggunan jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;dan 
3. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna 
jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi. 
Akuntabilitas pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi, dalam hal ini 
ialah Badan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal kota Makassar dan Dinas 
Tata Ruang & Bangunan merupakan kewajibannya untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misinya 
dalam memberikan pelayanan. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan 
bahwa menciptakan akuntabilitas berarti memberikan pelayanan sesuai dengan 
nilai-nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat demi kepuasan pelanggan. 
Terciptanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini tidak saja 
menguntungkan bagi masyarakat akan tetapi juga mempunyai arti yang sangat 
penting dalam kehidupan pemerintahan. Dalam konteks politik akuntabilitas akan 
berimplikasi pada kekuasaan karena akuntabilitas melahirkan kepercayaan dan 
legitimasi sebagai syarat berlangsungnya kekuasaan. 
 
II.4. Kerangka Pikir  
Kerangka pikir pada dasarnya merupakan penjelasan sementara terhadap 
gejala yang menjadi obyek permasalahan penelitian yang akan dilakukan.  
Penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Perizinan Terpadu & 
Penanaman Modal kota Makassar dan Dinas Tata Ruang & Bangunan terdapat 
masih banyaknya masalah yang dihadapai dalam pelaksanaan tata kelola 
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pemerintahan yang baik. Maka dari itu, peneliti menarik untuk meneliti 
Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan faktor-faktor yang 
mendukung akuntabilitas pelayanan IMB.  Dari dimensi akuntabilitas yang telah di 
jelaskan dan disebutkan di atas yang bersumber dari Sheila Elwood dalam 
Manggaukang, untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik 
dalam penelitian ini dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi :  
1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.  
2. Adanya pelayanan publik dengan kepastian biaya.  
3. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu.  
4. Adanya pelayanan publik yang responsif.  
Adapun faktor-faktor yang mendukung akuntabilitas menurut 
Manggaukang yaitu: 
a. Besarnya partisipasi penduduk dan penerima layanan dalam menegakkan 
akuntabilitas, 
b. Perlunya penggambaran fungsi dan kekuasan yang tidak hanya menurut 
garis hirarkis(vertical) tetapi juga horisontal; 
c. Perlunya dialog dengan masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas 
dengan bahasa yang mudah dipahami; 
d. Meningkatkan partisipasi penerima layanan terhadap aktivitas dan fungsi 
lembaga publik terhadap masyarakat; 
e. Mendorong media pers untuk memberi cakupan yang lebih luas tentang 
aktivitas pembangunan di tingkat distrik; 
f. Menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian akuntabilitas. 
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Gambar 2.1 
Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) 
Faktor-Faktor Akuntabilitas 
a. Partisipasi penduduk  
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kekuasaan  
c. Dialog dengan masyarakat  
d. Meningkatkan partisipasi 
penerima layanan 
e. Peran media pers  
f. lingkungan 
(Manggaukang, 2006, 119) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
III.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif yang menggunakan data kuantitatif dan didukung oleh data kualitatif. 
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 
diangkakan. Data kauntitatif yang diangkakan (skoring) misalnya terdapat dalam 
skala pengukuran. 
 
III.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitan yang digunakan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian 
adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 
variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan. 
Penelitian deskriptif dibuat secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Berdasarkan teknik pengumpulan data, 
peneliti menggunakan penelitian survei, di mana dalam penelitian ini penelitian 
mengajukan pertanyaan tertulis, baik yang telah tersusun dalam kuisioner. 
 
III.3 Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
& Dinas Tata Ruang dan Bangunan, instansi ini berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo 
No.8, Kompleks Gabungan Dinas Kota Makassar. Dimana Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal banyak bersentuhan dengan masyarakat 
terutama yang ingin mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Dinas 
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Tata Ruang dan Bangunan sebagai leading sector dalam hal pengurusan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB).  
 
III.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Melalui teknik 
pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dari penelitian. Untuk 
memperoleh data adapun sumber data dari penelitian ini adalah: 
1. Data primer 
Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari 
informan berupa informasi dan persepsi sertan tanggapan yang 
berkaitan dengan penelitian ini seperti hasil wawancara atau hasil 
pengisian kuisioner yang bisa dilakukan oleh peneiti. Dalam 
mengumpulkan data primer dilakukan dengan dua cara, yaitu: 
Kuesioner (Questionnaire) adalah dalah satu alat ukur dalam penelitian 
untuk melihat fenomena yang ada. Kuesioner merupakan teknik 
pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 
2011: 142). Dalam penelitian ini cara pengumpulan data dengan cara 
memberikan sejumlah pertanyaan yang telah tersedia jawabannya. 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 
sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan 
(Uber Silalahi, 2010:291). Data sekunder merupakan data-data yang 
diperoleh dari data perpustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini 
diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan dokumentasi. 
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Studi kepustakaan  
Studi kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data 
dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku 
kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-
teori yang berhubungan erat dengan permasalahan. Studi 
kepustakaan bersumber pada lapoan-laporan, skripsi, buku, surat 
kabar dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti.  
 
III.4 Definisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan 
kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuaan penelitian perlu 
disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 
ini. Adapun definisi operasional yang dibuat yaitu Akuntabilitas pelayanan publik 
menurut Sheila Elwood dan faktor-faktor yang mendukung akuntabilitas menurut 
Manggaukang. Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di 
atas yang bersumber dari Sheila Elwood, untuk mengukur akuntabilitas 
penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui Akuntabilitas 
Proses (process accountability) yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur 
yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik, jenis 
akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, 
responsif dan murah biaya. Dengan demikian, dari akuntabilitas proses dapat 
diturunkan beberapa indikator akuntabilitas sebagai berikut :  
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1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur, dengan menggunakan indikator 
sebagai berikut keterkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas apakah sudha cukup baik; memberikan pelayanan yang 
profesinonal, tanpa diskriminatif; pemahaman masyarakat mengenai prosedur 
untuk mengajukan permohonan IMB; pandangan masyarakat terhadap 
persyaratan administrasi; dan pemberian pelayanan memenuhi hak warga 
untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. 
2. Adanya pelayanan publik dengan kepastian biaya. Adapun indikator yang 
digunakan pandangan terhadap biaya pelayanan yang ditetapkan; keterkaitan 
antara biaya yang dikeluarkan dengan kemampuan masyarakat; adanya 
permintaan biaya administrasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
kesesuaian biaya yang dikeluarkan dengan tarif yang ditetapkan. 
3. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu. Dengan menggunakan 
indikator sebagai berikut pegawai dalam mengerjakan pekerjaan tepat waktu 
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); tepat sasaran sesuai kebutuhan 
masyarakat;  pandangan terhadap kualitas dan kuantitas pegawai yang ada, 
khususnya pada tenaga teknis agar pekerjaan telaksana sesuai jangka waktu 
Standar Operasional Prosedur (SOP); adanya kejelasan kapan izin 
diselesaikan; dan waktu yang diperlukan mengurus izin tidak berbelit-belit. 
4. Adanya pelayanan publik yang responsif. Adapun indikator yang 
digunakan pandangan terhadap cepat tanggapnya pegawai dalam 
menaggapai keluhan masyarakat; pandangan melalui pemberian pelayanan 
publik yang cepat; kemampuan pegawai untuk memberikan pelayanan tidak 
memandang derajat masyarakat; keramahan pegawai dalam memberikan 
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pelayanan; pandangan terhadap kenyamanan berinteraksi atau komunikasi 
kepada masyarakat.  
Adapun faktor-faktor yang mendukung akuntabilitas menurut Manggaukang (2006: 
119) yaitu: 
1. Besarnya partisipasi penduduk dan penerima layanan dalam 
menegakkan akuntabilitas, menggunakan indikator masyarakat dan 
pegawai tidak ada yang perlu disembunyikan dalam hal transparansi 
pelayanan; masyarakat bebas dalam mengajukan pendapat/keluhan 
terhadap pelayanan yang didapatkannya; pegawai merespon dengan baik 
pendapat/keluhan masyarakat. 
2. Perlunya penggambaran fungsi dan kekuasaan yang tidak hannya 
menurut garis hirarkis (vertikal) tetapi juga horisontal. Adapun 
indikator yang digunkan yaitu struktur jabatan pegawai jelas dan 
masyarakat mengerti tupoksi pegawai. 
3. Perlunya dialog dengan masyarakat tentang pentingya akuntabilitas 
dengan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan indikator perlunya 
program yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui 
secara jelas tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan yang 
diberikan 
4. Meningkatkan partisipasi penerima layanan terhadap aktivitas dan 
fungsi lembaga publik terhadap masyarakat. Indikator yang digunakan 
yaitu di jaman modern, website internet dapat diadakan agar masyarakat 
lebih mengetahui segala hal tentang pelayanan yang tersedia; dalam 
memberikan pelayanan, masyarakat merasa nyaman terhadap pegawai; 
dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 
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5. Mendorong media pers untuk memberi cakupan yang lebih luas 
tentang aktivitas pembangunan di tingkat distrik, adapun indikator yang 
digunakan pandangan masyarakat mengenai peran pers dalam 
memberikan realitas aktivitas lembaga pemerintah; peran pers dalam 
menjembatani antara lembaga pemerintah dengan masyarakat khususnya 
dalam memberikan informasi mengenai akuntabilitas pelayanan; 
keterkaitan pers dalam hal pengawasan terhadap hal hal yang berkaitan 
dengan akuntabilitas pelayanan yagn diberikan kepada masyarakat. 
6. Menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian akuntabilitas. 
Adapun indikator yang digunakan yaitu dengan adanya website internet, 
pelayanan dapat dilakukan meski tanpa bertemu di badan/kantor; dan 
efektif dan efisiensi website internet yang disediakan untuk masyarakat. 
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Konsep Variabel Indikator 
 
Akuntabilitas 
proses 
menurut Sheila 
Elwood 
 
1. Kepatuhan 
Terhadap Prosedur 
 
1. Pandangan terhadap prosedur yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas 
2. Pandangan terhadap pelayanan yang profesional, tanpa 
diskriminatif 
3. Pemahaman masyarakat mengenai prosedur untuk 
mengajukan permohonan IMB. 
4. Pandangan masyarakat terhadap persyaratan 
administrasi 
5. Waktu yang diperlukan mengurus izin tidak berbelit-belit 
 
2. Pelayanan publik 
dengan kepastian 
biaya. 
 
1. Pandangan terhadap biaya pelayanan yang ditetapkan 
2. Keterkaitan antara biaya yang dikeluarkan dengan 
kemampuan masyarakat 
3. Pandangan terhadap permintaan biaya tambahan atau 
pungutan liar. 
4. Kesesuaian biaya yang dikeluarkan dengan tarif yang 
ditetapkan 
 
3. Kepatuhan 
terhadap standar 
waktu 
 
1. Ketepatan waktu pegawai dalam mengerjakan pekerjan 
berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). 
2. Pandangan terhadap kualitas dan kuantitas pegawai 
yang ada, khususnya pada tenaga teknis agar pekerjaan 
telaksana sesuai jangka waktu Standar Operasional 
Prosedur (SOP). 
3. Kejelasan kapan izin diselesaikan. 
 
4. Pelayanan publik 
yang responsif  
 
 
1. Pandangan terhadap cepat tanggap pegawai dalam 
menaggapi keluhan masyarakat. 
2. Pandangan melalui pemberian pelayanan publik sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 
3. Keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan  
4. Pandangan terhadap kenyamanan berinteraksi atau 
komunikasi kepada masyarakat  
5. Pemberian pelayanan memenuhi hak warga untuk 
mendapatkan pelayanan yang terbaik. 
 
Faktor-faktor 
yang 
Mendukung 
Akuntabilitas 
 
1. Partisipasi 
penduduk 
 
1. Transparansi antara pegawai dan masyarakat dalam 
pelayanan. 
2. Masyarakat bebas dalam mengajukan pendapat/keluhan 
terhadap pelayanan yang didapatkannya. 
3. Pegawai merespon dengan baik pendapat/keluhan 
masyarakat. 
 
 
2. Tupoksi  yang 
sesuai SOP 
 
1. Struktur jabatan pegawai jelas. 
2. Masyarakat mengerti tupoksi pegawai 
  
42 
 
Sumber: Data Olahan, 2015 
 
III.5 Populasi dan Sampel 
Unit analisis adalah unit yang akan diteliti atau dianalisa. Unit analisis 
dalam penelitian ini adalah individu yang memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sedang mengurus atau 
telah mengurus IMB. Sedangkan sampel adalah bagian populasi yang ingin diteliti. 
Sampel juga merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari 
suatu populasi dan diteliti secara rinci. 
 
3. Dialog dengan 
masyarakat  
 
1. Pandangan terhadap program atau kegiatan yang 
diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui 
secara jelas tanggung jawab pemerintah terhadap 
pelayanan yang diberikan.  
 
 
4. Partisipasi 
penerima layanan 
terhadap aktivitas 
dan fungsi 
lembaga publik 
terhadap 
masyarakat 
 
1. Di jaman modern, website internet dapat diadakan agar 
masyarakat lebih mengetahui segala hal tentang 
pelayanan yang tersedia. 
2. Dalam memberikan pelayanan, masyarakat merasa 
nyaman terhadap pegawai. 
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. 
 
5. Peran pers 
 
1. Pandangan masyarakat mengenai peran pers dalam 
memberikan realitas aktivitas lembaga pemerintah  
2. Peran pers dalam menjembatani antara lembaga 
pemerintah dengan masyarakat khususnya dalam 
memberikan informasi mengenai akuntabilitas pelayanan 
3. Keterkaitan pers dalam hal pengawasan terhadap hal hal 
yang berkaitan dengan akuntabilitas pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat 
 
6. Lingkungan  
 
1. Dengan adanya website internet, pelayanan dapat 
dilakukan meski tanpa bertemu di badan/kantor. 
2. Efektif dan efisiensi website internet yang disediakan 
untuk masyarakat 
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Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan ialah purposive 
sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menetapkan ciri sesuai dengan 
tujuan. Adapun ciri-ciri sampel dalam penelitian ini adalah karena fokus penelitian 
mengenai akuntabilitas pelayanan publik maka, sampel sumber data yang relevan 
ialah masyarakat yang mengurus IMB di Badan Perizinan Terpadu & Penanaman 
Modal. 
Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 
mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar perharinya yaitu sebanyak 34 orang. Maka, 
sampel dalam penelitian sebanyak 34 orang.  
 
III.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penganalisaan data merupakan suatu proses lanjutan dari proses 
pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data, kemudian 
menganalisa data dari hasil yang sudah ada pada tahap hasil pengolahan data. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
deskriptif kuantitatif dengan metode tabel frekuensi, yaitu menganalisa data 
dengan cara mendiskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul yang 
menyajikan dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan 
yang berlaku umum. Adapun rumus yang digunakan untuk menganalisis tabel 
yaitu: 
Keterangan: 
P= persentase (%) 
f= frekuensi  
P =
f
N
× 100% 
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X= Rata-rata 
  ∑( f. X)= Jumlah skor kategori jawaban 
N= Jumlah responden 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah 
kuesioner yang dibuat berdasarkan Skala Likert. Skala Likert banyak digunakan 
dalam penelitian yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat 
positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain sangat 
setuju,  setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk keperluan 
analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor. 
Tabel 3.1 
Skor Kepentingan Tiap Indikator Menurut Likert 
Skor Kategori 
1 
2 
3 
4 
5 
Sangat Tidak Setuju 
Tidak Setuju 
Ragu-ragu 
Setuju 
Sangat Setuju 
Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung, CV.ALFABETA, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X =
∑( f. X)
N
× 100% 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
IV. 1 Gambaran Umum Obyek Penelitian  
Gambaran umum obyek penelitian meliputi gambaran umum dari Dinas 
Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar sebagai Leading sector  dan 
Badan Perizinan Terpadu dan Penamaman Modal (BPTPM) Kota Makassar 
sebagai pihak yang berhubungan lansung dengan masyarakat. Gambaran umum 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar dan Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar terdiri dari visi dan misi 
organisasi; kedudukan, tugas dan fungsi; struktur organisasi, dan kepegawaian 
dari kedua instansi tersebut disertai dengan proses pengurusan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) di kota Makassar. 
IV.1.1 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota 
Makassar    
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar ialah 
salah satu instansi yang dibentuk dengan harapan dapat mempercepat upaya 
mensejahterakan masyarakat Makassar, baik masyarakat maupun aparatur 
pemerintah melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam 
kegiatan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan 
mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan 
guna meningkatkan profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu 
bekerja sebagai wirausaha yang mandiri.  
Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 6 Tahun 2014, tugas dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
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Modal Kota Makassar adalah antara lain merumuskan kebijakan teknis pelayanan 
terpadu dibidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal, baik untuk 
masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah.  
 
IV.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal (BPTPM) Kota Makassar  
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yang 
di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7) dan Peraturan 
Walikota Nomor 20 tentang Tata Cara Pembentukan Izin di Kota Makassar.  
Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab Kepala 
Walikota Makassar, maka Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota Makassar di dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: 
a. Tugas Pokok:  
Bahwa dalam rangka efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas 
Pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota 
Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2013 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar.  
b. Fungsi:  
1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan penanaman modal ;  
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2. Penyusunan, perumusan dan penetapan program serta kebijakan 
di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; 
3. Penyelenggaraan pelayanan di bidang penananman modal dan 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu;  
4. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan perizinan 
dan non perizinan di bidang penanaman modal ;  
5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
di bidang perizinan dan non perizinan ;  
6. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan, informasi, 
pemrosesan/pengolahan dan pelaporan penyelenggaran perizinan 
dan non perizinan ;  
7. Pelaksanaan pelayanan pengaduan dan melakukan penyelesaian 
atas pengaduan ;  
8. Penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi 
kewenangan Badan Perizinan Terpadu dan Penananman Modal ;  
9. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan, termasuk koordinasi pengkajian teknis 
perizinan melalui Tim teknis. 
10.  Perumusan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan 
pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya ;  
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11. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya ;  
12. Pelaksanaan kesekretariatan ;  
13. Pembinaan Unit Pelaksana teknis dan tenaga fungsional.  
IV.1.1.2  Visi dan Misi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BPTPM) Kota Makassar  
Adapun Visi dan Misi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar yakni VISI :  
“Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif Bagi Semua Melalui 
Penyelenggaraan Perizinan Dan Penanaman Modal Yang Berkelas Dunia”. 
Sedangkan MISI Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah 
sebagai berikut :  
1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan Perizinan dan Penanaman 
Modal yang transparan akuntabel dan bebas korupsi.  
2. Modernisasi pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melalui 
penerapan teknologi informasi.  
3. Meningkatkan kompetensi Aparatur BPTPM melalui penerapan sistem 
penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). 
4. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan daya saing inverstasi.  
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IV.1.1.3 Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BPTPM) Kota Makassar 
Adapun susunan struktur organisasi Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar sebagai berikut:  
1. Kepala Badan  
Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
pokok sesuai Kebijaksanaan Walikota dan Peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina 
dan mengendaliakan tugas-tugas Badan.   
2. Sekretaris  
Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif 
bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal. Sekretaris terbagi atas:   
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian 
b. Subbagian Keuangan 
c. Subbagian Perlengkapan 
3. Bidang Pelayanan Perizinan 
Bidang Pelayanan Perizinan mrempunyai tugas menyusun rencana, 
meneliti berkas pemohon dan melakukan koordinasi sesuai ketentuan yang 
telah ditetapkan. Bidang pelayanan perizinan terdiri atas: 
a. Subbidang Informasi dan Pengaduan  
b. Subbidang Pendaftran dan Penyerahan Perizinan  
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4. Bidang Pengolahan Perizinan  
Bidang Pengolahan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan 
pemrosesan penerbitan rekomendasi perizinan dan non perizinan serta 
penetapan SKRD.  
5. Bidang Penanaman Modal  
Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 
pengakajian, penelitian dan promosi potensi daerah, penyusunan profil 
investasi daerah dalam rangka kerjasama antar daerah dalam luar negeri. 
Bidang penanaman modal terdiri atas:  
a. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan  
b. Subbidang Promosi dan Investasi  
6. Bidang Data dan Pengendalian  
Bidang Data dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan data, dokumentasi dan penerapan telnologi informasi dan 
regulasi, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman 
modal. Bidang data dan pengendalian terdiri atas:  
a. Subbidang Data,Dokumentasi dan Penerapan Teknologi 
Informasi 
b. Subbidang Regulasi, Monitoring dan Evaluasi  
 
IV.1.1.4 Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Pegawai Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar.  
Dalam penunjang tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar salah satu faktor yang penting adalah faktor 
sumber daya manusia aparatur. Adapun jumlah PNS yang dipekerjakan pada 
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Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tahun 2014 ialah 
sebanyak 87 orang. Dengan presentase 44 tenaga kontrak dan 43 pegawai negeri 
sipil.  
Pegawai merupakan salah satu kunci pokok dalam pelaksanaan tugas atau 
pekerjaan organisasi untuk melaksanakan tuntutan tugas atau pekerjaan tersebut. 
Untuk mengetahui keadaan pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar dapat dilihat sebagai berikut : 
 
1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Dalam pelaksanaan tugas selain jumlah pegawai yang dibutuhkan 
oleh sebuah instansi atau organisasi, dalam pelaksanaan tugas juga 
membutuhkan adanya kemampuan dan keterampilan dari pegawai. 
Adapun tingkat pendidikan yag dimiliki oleh pegawai Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 4.1 
Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
 
No 
 
Jenis Pendidikan 
 
Laki – laki 
 
 
Perempuan 
 
 
Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
S2 
S1 
D3 
SLTA 
SLTP 
5 
17 
2 
16 
1 
8 
24 
3 
10 
1 
13 
41 
5 
26 
2 
JUMLAH 41 46 87 
 
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pegawai Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar paling banyak memiliki 
tingkat pendidikan S1 dengan jumlah 41 orang, kemudian tingkat 
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pendidikan SLTA dengan jumlah 26 orang, tingkat pendidikan S2 dengan 
jumlah 13 orang, tingkat pendidikan D3 dengan jumlah 5 orang dan jumlah 
pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP ialah 2 orang. 
 
2. Pegawai Berdasarkan Golongan 
Adapun jumlah pegawai pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar terdiri dari beberapa golongan yaitu 
golongan II, III, dan golongan IV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel berikut : 
Tabel 4.2 
 Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai BPTPM Kota 
Makassar 
 
No Golongan Laki – laki Perempuan Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
IV/c 
IV/b 
IV/a 
III/d 
III/c 
III/b 
III/a 
III/d 
II/c 
II/b 
II/a 
Tenaga kontrak 
- 
1 
4 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
- 
19 
1 
- 
2 
3 
6 
2 
1 
1 
- 
4 
1 
25 
1 
1 
6 
7 
8 
4 
4 
3 
2 
6 
1 
44 
JUMLAH 41 46 87 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pegawai 
berpangkat/golongan IV berjumlah 8 orang, pegawai berpangkat/golongan III 
berjumlah 23 orang, pegawai berpangkat/golongan II berjumlah 9 orang, dan 
jumlah tenaga kontrak 44 orang. 
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IV.1.2 Proses Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota   Makassar 
Proses dalam bahasa sehari-hari dipahami sebagai tahapan atau jenjang. 
Pengertian lain mengatakan bahwa proses  adalah urutan pelaksanaan 
atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin 
menggunakan  waktu,  ruang,  keahlian atau  sumber daya lainnya, yang 
menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang 
diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya.   
Begitu pula dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada tahap-
tahap yang harus dilalui pemohon, untuk melalui tahap demi tahap jelas akan 
membutuhkan waktu beberapa hari. Dalam tahap-tahap tersebut ada bebarapa 
persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pemohon dan ada prosedur yang harus 
dilalui mulai dari pendaftaran sampai dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya 
izin mendirikan bangunan tersebut. 
IV.1.2.1 Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
Sebelum masuk pada tahap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, 
pemohon wajib melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh 
lembaga teknis dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Persyaratan yang 
harus disiapkan dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
merupakan hal pokok yang wajib untuk dipenuhi. Persyaratan itu meliputi 
kelengkapan berkas administrasi dari pemohon serta persyaratan biaya retribusi 
yang dikenakan oleh Pemerintah Kota Makassar. 
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1. Persyaratan Administrasi 
Secara umum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
dijelaskan bahwa setiap permohonan IMB harus mengisi formulir Permohonan Izin 
Mendirikan Bangunan Gedung (PIMB) dan memenuhi persyaratan administratif, 
yang terdiri atas status hak atas tanah dan status kepemilikan bangunan gedung. 
Pemerintah Kota Makassar terlebih dahulu, mengeluarkan syarat pemberian 
izin bagi para pemohon di Kota Makassar. Persyaratan administratif tersebut yang 
tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Pemberian Izin pada Pemerintah Kota Makassar. 
Adapun persyaratan administrasi permohonan surat Izin Mendirikan 
Bangunan secara umum sebagaimana yang tertuang dalam Perwali No. 14 Tahun 
2005, yaitu sebagai berikut : 
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang berlaku; 
b. Foto copy surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah; 
c. Foto copy lunas  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan; 
d. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga; 
e. Surat pernyataan pemohon bahwa lokasi atau tanah tidak dalam 
keadaan sengketa dan diketahui Lurah dan Camat setempat; 
f. Gambar rencana bangunan dan perhitungan konstruksi 5 (lima) 
rangkap dengan melampirkan Surat Izin Perencana Bangunan 
(SIPB); 
g. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 
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Persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 
2005 merupakan persyaratan umum bagi pemohon  yang ingin memiliki izin 
mendirikan bangunan. Sedangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
bangunan baik itu bangunan baru, renovasi, pemutihan dan balik nama itu semua 
harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan semuanya itu ada persyaratan 
tersendiri. 
Namun, persyaratan itu tidak terlepas dari Perwali No. 14 Tahun 2005 serta 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 24/PRT/M/2007 tentang pedoman 
teknis permohonan izin mendirikan bangunan (IMB).  Berikut merupakan 
persyaratan yang dimaksud tersebut. 
Tabel 4.3 
Persyaratan Berkas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
Membangun Baru, Menambah / Merenovasi, Pemutihan, Balik Nama 
 
No. 
Membangun 
Baru 
Menambah / 
Renovasi 
Balik Nama Pemutihan Ket 
1. Foto Copy 
KTP Pemohon 
2 rangkap 
Foto Copy 
KTP Pemohon 
2 rangkap 
Foto Copy KTP 
Pemohon 2 
rangkap 
Foto Copy 
KTP 
Pemohon 2 
rangkap 
Untuk 
Bangunan 
Rumah 
Tinggal 
dengan 
luasan 
sampai 
dengan 
200 m2 
Diproses 
maksimu
m 12 hari 
kerja 
2. Permohonan 
IMB yang 
diketahui oleh 
Lurah dan 
Camat 
Permohonan 
IMB yang tidak 
harus atau 
diketahui oleh 
Lurah 
Permohonan 
IMB yang 
diketahui oleh 
Lurah dan 
Camat 
Permohonan 
IMB yang 
diketahui 
oleh Lurah 
dan Camat 
3. Foto Copy 
Pelunasan 
PBB 2 
rangkap (dua 
tahun terakhir)  
Foto Copy 
Pelunasan 
PBB 2 
rangkap (dua 
tahun terakhir) 
Foto Copy 
Pelunasan PBB 
2 rangkap (dua 
tahun terakhir) 
Foto Copy 
Pelunasan 
PBB 2 
rangkap (dua 
tahun 
terakhir) 
4. Foto copy 
Surat Tanah 2 
rangkap, 
Aslinya 
diperlihatkan 
pada saat 
pendaftaran 
Foto copy 
Surat Tanah 2 
rangkap, 
Aslinya 
diperlihatkan 
pada saat 
pendaftaran 
Foto copy Surat 
Tanah 2 
rangkap, Aslinya 
diperlihatkan 
pada saat 
pendaftaran 
Foto copy 
Surat Tanah 
2 rangkap, 
Aslinya 
diperlihatkan 
pada saat 
pendaftaran 
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5. Gambar 
bangunan 
(minimal 
ukuran A3) 
yang telah 
ditandatangan
i Pemohon 
sebanyak 6 
rangkap 
Gambar 
bangunan 
(minimal 
ukuran A3) 
yang telah 
ditandatangani 
Pemohon 
sebanyak 6 
rangkap 
Gambar 
bangunan 
(minimal ukuran 
A3) yang telah 
ditandatangani 
Pemohon 
sebanyak 6 
rangkap 
Gambar 
bangunan 
(minimal 
ukuran A3) 
yang telah 
ditandatanga
ni Pemohon 
sebanyak 6 
rangkap 
6. Pas Foto 
pemohon 
ukuran 3x4 
sebanyak 4 
lembar 
Pas Foto 
pemohon 
ukuran 3x4 
sebanyak 4 
lembar 
Pas Foto 
pemohon 
ukuran 3x4 
sebanyak 4 
lembar 
Pas Foto 
pemohon 
ukuran 3x4 
sebanyak 4 
lembar 
7.   Foto Copy IMB 
dan Gambar 
IMB dan 
Gambar yang 
asli dilampirkan 
Melampirkan 
Keterangan 
lamanya 
bangunan 
yang 
diketahui 
oleh RT dan 
Lurah 
Setempat 
 
Catatan : 
1. Untuk bangunan tertentu/khusus dilengkapi dengan dokumen/keterangan pendukung sesuai dengan 
fungsi dan teknis bangunan 
2. Bagi yang terwakilkan (diwakili) wajib melampirkan surat kuasa yang dibubuhi materai 6000 
         
Khusus buat bangunan gedung yang berfungsi sebagai bangunan rumah 
tinggal pribadi, maka pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar 
mewajibkan bagi para pemohon untuk melampirikan surat izin peruntukan lahan 
seiring dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 
tentang rencana tata ruang wilayah Kota Makassar tahun 2005-2015. 
2.  Persyaratan Teknis Dokumen Pada Gambar 
Permohonan izn mendirikan bangunan (IMB) harus juga dilengkapi dengan 
spesifikasi perencanaan bangunan secara teknis. Semuanya itu dapat dilihat dari 
gambar yang di ajukan oleh pemohon. Berikut ini merupakan kelengkapan minimal 
dokumen rencana teknis bangunan gedung pada umumnya yang disyaratkan 
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dalam permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB) disesuaikan dengan 
penggolongan meliputi: 
a. Bangunan gedung sederhana. 
1) Data umum bangunan gedung memuat informasi meliputi : 
a) Fungsi/klasifikasi bangunan gedung 
b) Luas lantai dasar bangunan gedung 
c) Total luas lantai bangunan gedung; 
d) Ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; dan 
e) Rencana pelaksanaan. 
2) Rencana teknis bangunan gedung, meliputi : 
a) Gambar pra-rencana bangunan gedung, terdiri atas gambar 
siteplan/situasi, denah, tampak, dan gambar potongan; dan 
b) Spesifikasi teknis bangunan gedung. 
b. Bangunan gedung sampai dengan 2 (dua) lantai. 
1) Data umum bangunan gedung; 
2) Rancangan arsitektur bangunan gedung; 
3) Rancangan struktur secara sederhana/prinsip; dan 
4) Rancangan utilitas bangunan gedung secara sederhana / prinsip. 
c. Bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai dan bangunan lainnya pada 
umumnya. 
1) Data umum bangunan gedung; 
2) Rencana teknis bangunan gedung meliputi; 
a) Gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambar site plan/situasi, 
denah, tampak, potongan, dan spesifikasi umum finishing bangunan 
gedung; 
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b) Gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur bawah 
(pondasi), struktur atas, termasuk struktur atap, dan spesifikasi umum 
struktur bangunan gedung; 
c) Gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal), terdiri atas 
gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal), gambar sistem 
pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, sistem 
drainase, dan spesifikasi umum utilitas bangunan gedung; 
d) Spesifikasi umum bangunan gedung; 
e) Perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih 
dan/atau bentang struktur lebih dari 6 m; dan 
f) Perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal) 
 
3.  Persyaratan Biaya Retribusi 
Pemungutan sejumlah biaya retribusi yang dikenakan Pemerintah Kota 
Makassar kepada pemohon pada dasarnya bertujuan untuk menutup biaya 
penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi penerbitan dokumen izin, 
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, 
penegakan hukum, dan penatausahaan dari pemberian izin tersebut, yang tetap 
berada dalam keterjangkauan sesuai tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. 
Perhitungan biaya retribusi yang ditetapkan itu dihitung berdasarkan 
koefisien-koefisien dalam perencanaan bangunan tersebut dan indeks dasar 
retribusi izin mendirikan bangunan dalam wilayah Kota Makassar, sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Tata Bangunan dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 2008 
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tentang Penetapan Indeks Dasar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam 
Wilayah Kota Makassar yang meliputi retribusi bangunan gedung, retribusi 
prasarana bangunan gedung serta biaya administrasi pembinaan. 
a. Retribusi Bangunan Gedung 
Adapun penetapan biaya retribusi yang dikenakan buat bangunan gedung, 
dihitung dari koevisien dasar bangunan gedung berdasarkan dari hasil peninjauan 
lansung ke lokasi bangunan oleh dinas teknis dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan yang selanjutnya cocokkan lagi dari berkas pengajuan permohonan dari 
pemohon. 
Khusus buat surat izin peruntukan lahan, itu harus memiliki bagi pemohon. 
Izin peruntukan lahan ini dikeluarkan lansung oleh Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan setelah berkas administrasi masuk. Namun, perlu untuk dipahami 
bahwa dalam hal pengurusan surat izin peruntukan lahan ini pihak Dinas Tata 
Ruang dan Bangunan Kota Makassar tidak akan mengenakan biaya atau gratis. 
Berdasarkan dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Tata Bangunan dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Penetapan Indeks Dasar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam 
Wilayah Kota Makassar, berikut ini merupakan indeks yang digunakan sebagai 
faktor penggali harga satuan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota 
Makassar. 
(1) Indeks Kegiatan Bangunan Gedung : 
a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00 
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b) Penerbitan IMB bagi bangunan yang tidak memiliki IMB (pemutihan) 
sebesar 0,65 
c) Rehabilitasi/renovasi sebesar 0,45 
d) Pemecahan dokumen IMB dan balik nama IMB sebesar 0,15 
(2) Indeks Parameter Bangunan Gedung : 
a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah 
1. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk : 
a. Bangunan Peribadatan sebesar 0,00 
b. Bangunan Pendidikan (Sekolah, Kampus, dan sejenisnya) 
sebesar 0,50 
c. Bangunan Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, dan sejenisnya) 
sebesar 0,50 
d. Bangunan Perpustakaan sebesar 0,75 
e. Bangunan Rumah Tinggal sebesar 1,00 
f. Bangunan Olahraga sebesar 1,25 
g. Bangunan Pasar sebesar 1,50 
h. Bangunan Perkantoran Umum sebesar 1,50 
i. Bangunan Rekreasi, Hiburan, Kesenian, Museum sebesar 1,75 
j. Bangunan Kantor Pos sebesar 2,00 
k. Bangunan Bank sebesar 2,50 
l. Bangunan Pertemuan (Restoran, Gedung Bioskop, Gedung 
Pertunjukan, Rumah Makan, Bar, Kafe) sebesar 2,50 
m. Bangunan Khusus sebesar 2,50 
n. Bangunan Campuran sebesar 2,75 
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o. Bangunan Perniagaan / Perdagangan / Pertokoan / Perbelanjaan 
/ Swalayan / Mal dan sejenisnya) sebesar 2,75 
p. Bangunan Industri (Gedung, Bengkel, Pabrik) sebesar 3,00 
q. Bangunan Perhotelan sebesar 3,50 
r. Bangunan-bangunan sebesar 4,00 
2. Indeks parameter klsifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-
masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan 
sebagai berikut : 
a. Tingkat komleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan 
tingkat teknologi dengan bobot 0,15 : 
i. Sedehana 0,70 
ii. Tidak sederhana 1,00 
b. Tingkat permanensi dengan bobot 0,15 : 
i. Semi permanen 0,70 
ii. Permanen 1,00 
c. Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,10 : 
i. Rendah 0,40 
ii. Sedang 0,70 
iii. Tinggi 1,00 
d. Tingkat sonasi gempa dengan bobot 0,05 : 
i. Zona minor 0,20 
ii. Zona sedang 0,50 
iii. Zona kuat 1,00 
e. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 
0,10 : 
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i. Renggang 0,40 
ii. Sedang 0,70 
iii. Padat 1,00 
f. Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat 
bangunan gedung dengan bobot 0,20 : 
i. Bangunan 1 lantai 0,20 
ii. Bangunan 2 dan 3 lantai 0,40 
iii. Bangunan 4 dan 5 lantai 0,60 
iv. Bangunan 6, 7, dan 8 lantai 0,70 
v. Bangunan > 8 lantai 1,00 
g. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 : 
i. Negara, yayasan 0,40 
ii. Perorangan 0,70 
iii. Badan usaha 1,00 
h. Lokasi berdasarkan lebar ruas jalan dengan bobot 0,20: 
i. Lebar jalan < 4 m (jalan stapak/lorong)           : 0,40 
ii. Lebar jalan 4 m s/d > 7 m (jalan lingkungan)   : 0,60 
iii. Lebar jalan 7 m s/d > 12 m (jalan kolektor)     : 0,70 
iv. Lebar jalan 12 m s/d > 16 m (jalan sekunder)  : 0,80 
v. Lebar jalan < 16 m (jalan arteri)                      : 1,00 
3. Indeks perameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan 
untuk : 
a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara 
jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun, seperti kantor atau 
gudang proyek diberi indeks sebesar 0,70 
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b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) 
tahun (tetap), diberi indeks sebesar 1.00 
b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di 
atas/bawah permukaan air. Untuk bangunan gedung, atau bagian 
bangunan gedung yang berada di bawah permukaan tanah, di atas/di 
bawah permukaan air ditetapkan indeks pengalinya tambahan sebesar 
1.30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. 
Hasil dari perkalian indeks tersebut diperkalikan lagi dengan retribusi harga 
satuan bangunan gedung yang dikeluarkan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Makassar. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 2008 
tentang penetapan indeks dasar retribusi izin mendirikan bangunan dan koefisien 
dasar bangunan dalam wilayah Kota Makassar yang selanjutnya dilanjutkan pada 
Keputusan Walikota Makassar Nomor 640/464/Kep/III/2011 tentang penetapan 
harga dasar perhitungan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Tata 
Ruang dan Bangunan Kota Makasssar, menetapakan bahwa harga dasar 
perhitungan retribusi IMB sebesar Rp. 1.050.000,- x 1,5 % = Rp. 15.750,-. 
b. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung 
Prasarana bangunan gedung yang dimaksud disini adalah segala sesuatu 
yang sifatnya menunjang bangunan gedung. Sebagaimana yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I Nomor 24/PRT/M/2007 tentang pedoman 
teknis izin mendirikan bangunan gedung dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan 
Walikota Nomor 12 Tahun 2008 tentang penetapan indeks dasar retribusi izin 
mendirikan bangunan dan koefisien dasar bangunan dalam wilayah Kota 
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Makassar. Semuanya itu dikenakan retribusi dalam perhitungan rincian izin 
mendirikan bangunan (IMB). 
Berikut ini merupakan daftar tarif retribusi IMB prasarana gedung yang 
diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2008 tentang penetapan indeks 
dasar retribusi izin mendirikan bangunan dan koefisien dasar bangunan dalam 
wilayah Kota Makassar. 
Tabel 4.4 
Tarif Retribusi IMB Prasarana Gedung 
No
. 
Prasarana Bangunan Gedung 
Harga Satuan 
Bangunan / m² (Rp) 
Tarif 
Retribusi 
IMB / m² (Rp) 
I II III IV 
1 Konstruksi pembatas/penahan/pengaman 
Pagar 200.000 3.500 
Tanggul/retaining wall 300.000 5.250 
Turap batas kavling/persil 200.000 3.500 
2 Konstruksi penanda masuk 
Gapura 300.000 5.250 
Gerbang 300.000 5.250 
3 Konstruksi perkerasan 
Jalan 250.000 4.375 
Lapangan Parkir 250.000 4.375 
Lapangan Upacara 200.000 3.500 
Lapangan Olahraga Terbuka 200.000 3.500 
4 Konstruksi penghubung 
Jenbatan 400.000 7.000 
Box cuivert 300.000 5.250 
5 Konstruksi kolam/reservoi/bawah tanah 
Kolam renang 450.000 7.875 
Kolam pengolahan air 300.000 5.250 
Reservoir air dalam tanah 300.000 5.250 
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6 Konstruksi menara 
Menara antenna 400.000 7.000 
Menara reservoir 240.000 4.200 
Cerobang 400.000 7.000 
7 Konstruksi monument 
Tugu 400.000 7.000 
Patung 400.000 7.000 
8 Konstruksi instalasi 
Instalasi listrik 150.000 2.625 
Instalasi telepon/komunikasi 150.000 2.625 
Instalasi pengolahan 250.000 4.375 
I II III IV 
9 Konstruksi reklame / papan nama 
Billboard 400.000 7.000 
Papan Iklan 300.000 5.250 
Papan Nama 200.000 3.500 
Sumber : Perwali No. 12 Tahun 2008 
Untuk indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal 
sederhana meliputi rumah inti tubuh, rumah sederhana sehat, rumah deret 
sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor 
milik negara itu semua ditetapkan indeks sebesar 0,00. Sedangkan Untuk 
konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, 
dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya 
sebesar 1,75 %. Sebagaimana yang dilihat pada tabel. 
c. Biaya administrasi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan 
prasarana bangunan gedung. 
Selain biaya retribusi bangunan gedung dan prasarana bagunan gedung 
yang dikenakan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), 
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pemohon juga wajib membayar sejumlah biaya administrasi pembinaan 
penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung 
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 
2008 tentang penetapan indeks dasar bangunan dalam wilayah Kota Makassar, 
yang meliputi : 
1. Pengecekan dan pengukuran lokasi : 
 Untuk bangunan berlantai 200 m² atau lebih sebesar Rp.20.000,- (dua 
puluh ribu rupiah) 
 Untuk bangunan berlantai kurang dari 200 m² sebesar Rp.10.000,- 
(sepuluh ribu rupiah) 
2. Pemetaan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per-m² 
3. Pemeriksaan / penelitian konstruksi bangunan : 
 Untuk bangunan berlantai 200 m² atau lebih sebesar Rp.25.000,- (dua 
puluh lima ribu rupiah) 
 Untuk bangunan berlantai kurang dari 200 m² sebesar Rp.10.000,- 
(sepuluh ribu rupiah) 
4. Pengawasan pelaksanaan bangunan : 
 Untuk bangunan berlantai 200 m² atau lebih sebesar Rp.25.000,- (dua 
puluh lima ribu rupiah) 
 Untuk bangunan berlantai kurang dari 200 m² sebesar Rp.10.000,- 
(sepuluh ribu rupiah) 
IV.1.2.1 Prosedur Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
Dalam hal pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pemohon 
diwajibkan untuk taat akan prosedur yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota 
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Makassar dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang bekerja sama 
dengan beberapa SKPD yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Makassar seperti 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Pekerjaan Umum, Badan 
Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, dan Dinas Pendapatan Daerah. Namun 
yang berhubungan lansung dengan masyarakat yang ingin mengurus izin 
mendirikan bangunan (IMB) hanya Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar sebagai dinas teknis 
yang menangani langsung masalah pengurusan izin mendirikan bangunan. 
Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang tata 
cara pemberian izin pada Pemerintah Kota Makassar, telah jelas bahwa dalam 
pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) Pemerintah Kota Makassar telah 
menetapkan bahwa proses pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu 12 
(dua belas) hari kerja. Dua belas hari tersebut mulai dari pendaftaran di Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar sampai dengan 
diterbitkannya izin mendirikan bangunan tersebut.   
 
IV.2 Hasil Penelitian 
Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
primer yang diperoleh menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah 
disebarkan kepada masyarakat yang datang mengurus surat Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) maupun yang telah mengurus surat IMB pada tanggal 28 April 
2015 sampai pada tanggal 6 Mei 2015. Sebanyak 34 kuesioner yang disebarkan, 
tidak ada satupun kuesioner yang tidak terisi sehingga tingkat pengisian kuesioner 
yang diperoleh adalah 100%.  
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Data demografi responden dalam tabel 4.7 di bawah ini menyajikan 
beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan di 
lapangan. Tabel 4.7  berisi informasi yang disajikan antara lain jenis kelamin, usia, 
dan tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa responden 
laki-laki lebih banyak yaitu 64,7% dibandingkan dengan responden perempuan 
sebanyak 35,3%. Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan usia dan 
diketahui bahwa mayoritas responden berusia 30-38 tahun yaitu sebanyak 58,8%. 
Kemudia mereka yang berusia 39-48 tahun sebanyak 26,5% sedangkan 
responden yang berusia 21-29 tahun sebanyak 14,7%. Selain itu, berdasarkan 
data pada tabel diketahui tingkat pendidikan responden. Sebanyak 55,9% 
mayoritas berpendidikan Sarjana (S1), 29,4% responden berpendidikan 
SMA/SMK dan 14,7% respondenberpendidikan Diploma-III (D-III).  
 
Tabel 4.5 
Data Demografi Responden 
 
Keterangan Jumlah (orang) 
 
Persentase (%) 
Jenis Kelamin 
1. Laki-laki 
2. Perempuan  
 
22 
12 
 
64,7 
35,3 
Usia 
1. 21-29 tahun 
2. 30-38 tahun 
3. 39-48 tahun 
 
5 
20 
9 
 
14,7 
58,8 
26,5 
Pendidikan  
1. SMA/SMK 
2. D-III 
3. S1 
 
10 
5 
19 
 
29,4 
14,7 
55,9 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015. 
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IV.2.1 Akuntabilitas Pelayanan Publik 
 Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good governance yang 
mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang 
baik. Di dalam pelaksanaan akuntabiltias diperlukan peranan masyarakat atau 
lembaga non pemerintah yang partisipatif guna memberikan masukan, usulan dan 
kritikan kepada pemerintah. Begitu pula sebaliknya, di perlukan pemerintah yang 
responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan pelayanan publik yang diinginkan oleh 
masyarakat. 
 Adapun pelayanan publik menurut Sinambella (2005:5) adalah sebagai 
setiap yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki 
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara 
fisik.  
 Penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya yaitu pelayanan 
perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yamg merupakan suatu masalah yang 
kompleks. Dimana untuk mendirikan sebuah bangunan, masyarakat harus 
memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena tanpa memiliki izin tersebut 
maka bangunan akan dikatakan ilegal oleh pemerintah dan sewaktu-waktu dapat 
dirobohkan pula oleh pemerintah.  
Terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB)  ini dilaksanakan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal (BPTPM) Kota Makassar sebagaimana yang tertuang dalam peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2014, tugas dan fungsi Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar adalah antara lain 
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merumuskan kebijakan teknis pelayanan terpadu dibidang perizinan, non 
perizinan dan penanaman modal, baik untuk masyarakat maupun 
aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah. 
Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pembuatan surat Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) yang berarti meningkatnya pembangunan di kota Makassar. Hal 
ini disebabkan karena semakin banyaknya masyarakat yang mengurus surat Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BPTPM) Kota Makassar. Berikut data perkembangan pembuatan surat Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB).  
Tabel 4.6 
Jumlah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar 
 
No. Jenis Izin  2009 2010 2011 2012 2013 
1. IMB 8.369 7.777 8.581 8.970 8.067 
Sumber: BPTPM 2014 
Dari data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang 
mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan  (IMB) dari beberapa tahun terakhir ini 
mengalami perkembangan yang cukup signifikan.  
Untuk memuaskan masyarakat dibutuhkan akuntabilitas dalam pelayanan 
melalui kinerja pegawai yang akuntabel, responsif, tidak berbelit-belit dan juga 
ramah terhadap masyarakat yang mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB).  
Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan 
publik yang terjadi di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) 
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Kota Makassar khususnya mengenai pelayanan surat Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB), digunakan teori akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood yang memiliki 
4 (empat) indikator-indikator yaitu adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya 
pelayanan publik dengan kepastian biaya, adanya kepatuhan terhadap standar 
waktu dan adanya pelayanan publik yang responsif.  
 
IV.2.1.1 Kepatuhan Terhadap Prosedur 
Kepatuhan terhadap prosedur erat kaitannya dengan Standar 
Operasional prosedur (SOP). Menurut Tjipto Atmoko, Standar Operasional 
Prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas 
pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah 
berdasarkan indikator-indikator teknis, adminitatif dan prosedural sesuai tata 
kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.  
Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) maka segala 
aktivitas organisasi dapat berjalan terarah yang tentunya sesuai dengan visi 
misi organisasi. Oleh karena itu, melihat penjelasan diatas penulis dapat 
mengambil indikator kepatuhan terhdapa prosedur yaitu pelayanan yang 
diberikan sesuai dengan prosedur yang ada: pelayanan yang diberikan 
profesional, tanpa dikriminasi; masyarakat paham mengenai prosedur untuk 
mengajukan permohonan IMB; persyaratan administrasi yang ada tidak 
memberatkan masyarakat; dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi 
hak warga untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik.  Adapun data hasil 
kelima pertanyaan dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.7 
Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Yang Diberikan Sesuai 
Dengan Prosedur Yang Ada 
 
No. 
Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x 
Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 2 10 5,8 
2. Setuju  4 22 88 64,7 
3 Ragu-ragu 3 10 30 29,4 
4. Tidak setuju 2 0 0 0 
5. Sangat tidak setuju  1 0 0 0 
Total (N) 34 128 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x)  = 128 = 3,764 
    N             34 
 Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 22 responden atau 
64,7% yang menjawab setuju, ada 10 ressponden atau 29,4% yang menjawab 
ragu-ragu dan 2 responden atau 5,8% yang menjawab sangat setuju. Dari 
data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat ragu-ragu 
terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada oleh 
pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
dengan rata-rata skor 3,764. 
Tabel 4.8 
Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Yang Diberikan 
Profesional, Tanpa Diskriminasi 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor (x) Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 3 15 8,8 
2. Setuju 4 10 40 29,4 
3. Ragu-Ragu 3 5 15 14,7 
4. Tidak setuju 2 16 32 47,1 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 102 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 102 = 3 
  N   34 
 Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
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Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa 16 responden atau 
47,1% menjawab tidak setuju, 10 responden atau 29,4% menjawab setuju, 5 
responden atau 14,7% menjawab ragu-ragu, dan 3 responden atau 8,8% 
menjawab sangat setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat ragu-
ragu terhadap pelayanan yang diberikan profesional, tanpa diskriminasi oleh 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makasassar dengan 
rata-rata skor 3.  
Tabel 4.9 
Tanggapan Responden Terhadap Masyarakat Paham Mengenai 
Prosedur Untuk Mengajukan Permohonan IMB 
 
No. 
Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x 
Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 2 10 5,9 
2. Setuju 4 10 40 29,4 
3. Ragu-Ragu 3 6 18 17,6 
4. Tidak setuju 2 16 32 47,1 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 100 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 100= 2,941 
  N   34 
 Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data pada tabel di atas, sebanyak 16 responden atau 47,1% 
menjawab tidak setuju, 10 responden atau 29,4% menjawab setuju, 6 
responden atau 17,6% yang menjawab ragu-ragu dan sebanyak 2 responden 
atau 5,9% menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat tidak setuju jika dinyatakan masyarakat paham mengenai 
prosedur untuk mengajukan permohonan surat Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
dengan rata-rata skor 2,941.  
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Tabel 4.10 
Persyaratan Administrasi Yang Ada Tidak Memberatkan Masyarakat 
  
No. 
Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x 
Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 4 20 11,8 
2. Setuju 4 20 80 58,8 
3. Ragu-Ragu 3 7 51 20,6 
4. Tidak setuju 2 3 6 8,8 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 157 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 157 = 4,618 
                                  N              34 
 Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 responden atau 
58,8% menjawab setuju, 7 responden atau 20,6% menjawab ragu-ragu, 4 
responden atau 11,8% menjawab sangat setuju dan sebanyak 3 
responden atau 8,8% menjawab tidak setuju. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat setuju mengenai persyaratan administrasi 
mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yang ada tidak 
memberatkan masyarakat  dengan rata-rata skor 4,618. 
 
Tabel 4.11 
Waktu Penyelesaian Surat IMB Tidak Berbeli-Belit 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 0 0 0 
2. Setuju 4 10 40 29,4 
3. Ragu-Ragu 3 8 32 23,5 
4. Tidak setuju 2 16 32 47.1 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 104 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 104 = 3,059 
                                  N    34  
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
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Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa 16 responden atau 47,1% 
menjawab tidak setuju, 10 responden atau 29,4% menjawab setuju, 8 
respnden atau 23,5% menjawab ragu-ragu. Maka dari itu dapat disimpulkan 
bahwa masyarakat ragu-ragu jika dinyatakan waktu untuk menyelesaikan 
surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar tidak berbeli-belit dengan rata-rata skor 
adalah 3,059. 
Dari lima pernyataan yang menjadi indikator penelitian untuk melihat  
kepatuhan terhadap prosedur maka dapat disimpulkan secara umum tingkat 
kepatuhan terhadap prosedur pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 
Nilai Kepatuhan Terhadap Prosedur 
 
 
 Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
No Jawaban responden  
Sangat 
Setuju 
Setuju 
Ragu-
Ragu 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Jumlah 
Rata-
Rata 
Skor 
5 4 3 2 1 
1. 
Pelayanan yang diberikan sesuai 
dengan prosedur yang ada 
f 
% 
f.x 
2 
(5,8%) 
10 
22 
(64,7%) 
88 
10 
(29,7%) 
30 
0 
(0%) 
0 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
128 
 
3,764 
2. 
Pelayanan yang diberikan profesional, 
tanpa diskriminasi 
f 
% 
f.x 
5 
(14,7%) 
20 
13 
(38,2%) 
39 
32 
(94,1%) 
96 
16 
(47,1%) 
32 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
102 
 
3 
3. 
Masyarakat paham mengenai 
prosedur untuk mengajukan 
permohonan IMB 
f 
% 
f.x 
3 
(8,8%) 
12 
15 
(44,1%) 
30 
32 
(94,1%) 
96 
16 
(47,1%) 
32 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
100 
 
2,941 
4. 
Persyaratan administrasi yang ada 
tidak memberatkan masyarakat 
f 
% 
f.x 
6 
(17,7%) 
32 
25 
(73,5%) 
75 
32 
(94,1%) 
96 
3 
(8,8%) 
6 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
157 
 
4,618 
5. Prosedur surat izin tidak berbelit-belit 
f 
% 
f.x 
2 
(5,8%) 
8 
16 
(47,1%) 
48 
32 
(94,1%) 
96 
16 
(47,1%) 
32 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
104 
 
3,059 
TOTAL 
Jumlah Responden (f) 
34 
Jumlah Presentase (%) 
69,52% 
Jumlah f.x 
591 
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Tabel 4.13 
Rentang Nilai Kepatuhan Terhadap Prosedur 
Rentang Nilai Kategori 
170  -  305 Sangat tidak  setuju 
306  -  441  Tidak setuju 
442  -  577 Ragu-Ragu 
578  -  713 Setuju 
714  -  850 Sangat setuju 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Adapun jumlah nilai dari kelima pernyataan pada variabel kepatuhan 
terhadap prosedur ialah 591 atau 69,52% dari presentase maksimum pada 
variabel ini. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat setuju 
kepatuhan terhadap prosedur pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.  
 
IV.2.1.2 Pelayanan Publik Dengan Kepastian Biaya  
Sudah menjadi salah satu tugas pokok pemerintah untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dengan baik, cepat dan juga murah biaya. 
Pemerintah ataupun organisasi sektor publik harus memutuskan berapa 
pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat walaupun tidak diketahui 
secara tepat berapa biaya total untuk menyediakan suatu pelayanan. Selain 
itu pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk 
membayar. Jika orang miskin tidak mampu membayar suatu pelayanan yang 
sebenarnya vital, maka mereka harus disubsidi.  
Berapan pun harga yang dibebankan kepada masyarakat harusnya 
juga merujuk pada standar yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi sektor 
publik sebagai bentuk perbandingan pelayanan yang dapat diukur untuk itu 
pemerintah atau organisasi sektor publik harus segera merumuskan Standar 
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Pelayanan Minimum (SPM). Sesuai dengan Kep. MENPAN No. 63/2004 
penetapan besaran biaya pelayanan publik perlu memperhatikan hal-hal 
berikut yaitu : 
a. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat 
b. Nilai/harga yang berlaku atas barang dan atau jasa 
c. Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang 
memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan 
pengajuan 
d. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang  dan memperhatikan proses 
sesuai ketentuan peraturan perundangan.  
Berdasarkan hal tersebut, maka adapun indikator yang peneliti 
gunakan yaitu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan aturan yang ada, biaya 
yang diperlukan sesuai dengan kemampuan masyarakat, biaya yang harus 
dikeluarkan sesuai dengan tarif yang ada, dan permintaan biaya tambahan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Tabel 4.14 
Tanggapan Responden Terhadap Biaya Yang Dikeluarkan Sesuai 
Dengan Aturan 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 0 0 0 
2. Setuju 4 4 16 11,8 
3 Ragu-Ragu 3 11 33 32,4 
4. Tidak setuju 2 19 38 55,9 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 87 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) =  87 = 2,559 
                                 N     34 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 19 responden atau 
55,9% menjawab tidak setuju, 11 responden atau 32,4% menjawab ragu-ragu 
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dan 4 responden atau 11,8% menjawab setuju. Maka dari itu dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat tidak setuju jika biaya yang dikeluarkan sesuai 
dengan aturan dengan rata-rata skor adalah 2,559. 
  Tabel 4.15 
Tanggapan Responden Terhadap Biaya Yang Diperlukan Sesuai 
Dengan Kemampuan Masyarakat 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 0 0 0 
2. Setuju 4 3 12 8,8 
3 Ragu-Ragu 3 10 30 29,4 
4. Tidak setuju 2 21 42 61,8 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 84 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 84 = 2,471 
                                   N    34 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Data pada tabel di atas dilihat bahwa 21 responden atau 61,8% 
menjawab tidak setuju, 10 responden atau 29,4% menjawab ragu-ragu dan 3 
responden atau 8,8% menjawab setuju. Maka dari itu diperoleh kesimpulan 
bahwa masyarakat tidak setuju jika biaya yang diperlukan sesuai kemampuan 
masyarakat dengan rata-rata skor adalah 2,471. 
Tabel 4.16 
Tanggapan Responden Terhadap Biaya Yang Harus Dikeluarkan 
Sesuai Dengan Tarif Yang Ada 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 0 0 0 
2. Setuju 4 6 24 17,6 
3 Ragu-Ragu 3 9 27 26,5 
4. Tidak setuju 2 19 38 55,9 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 89 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) =  89 = 2,618 
                                   N     34  
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
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Dari data yang ada pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 19 
responden atau 55,9% menjawab tidak setuju, 9 responden atau 26,5% 
menjawab ragu-ragu dan 6 responden atau 17,6% menjawab setuju. Maka 
dari itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan biaya yang 
harus dikeluarkan sesuai dengan tarif yang ada dengan rata-rata skor adalah 
2,618. 
Tabel 4.17 
Tanggapan Responden Terhadap Biaya Tambahan Sesuai Dengan 
Ketentuan Yang Berlaku 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 1 5 2,9 
2. Setuju 4 3 12 8,8 
3 Ragu-Ragu 3 10 30 29,4 
4. Tidak setuju 2 20 40 58,8 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 87 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 87 = 2,559 
                                  N    34  
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 20 responden atau 
58,8% menjawab tidak setuju, 10 responden atau 29,4% menjawab ragu-ragu, 
ada 3 responden atau 8,8% yang menjawab setuju dan 1 responden atau 
2,9% menjawab sangat setuju. maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
masyarakat tidak setuju jika permintaan biaya tambahan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dengan rata-rata skor adalah 2,559. 
Dari keempat pernyataan yang menjadi indikator terhadap variabel 
pelayanan publik dengan kepastian biaya maka dapat disimpulkan secara 
umum pelayanan publik dengan kepastian biaya pada Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.18 
Nilai Pelayanan publik dengan kepastian biaya 
Sumber: Data Olahan, 2015 
 
 
No Jawaban responden  
Sangat 
Setuju 
Setuju 
Ragu-
Ragu 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Jumlah 
Rata-
Rata 
Skor 
5 4 3 2 1 
1. Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 
aturan 
f 
% 
f.x 
0 
(0%) 
0 
4 
(11,8%) 
16 
11 
(32,4%) 
33 
19 
(55,9%) 
38 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
87 
 
2,559 
2. Biaya yang diperlukan sesuai dengan 
kemampuan masyarakat 
f 
% 
f.x 
0 
(0%) 
0 
3 
(8,8%) 
12 
10 
(29,4%) 
30 
21 
(61,8%) 
42 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
84 
 
2,471 
3. Biaya yang harus dikeluarkan sesuai 
dengan tarif yang ada 
f 
% 
f.x 
0 
(0%) 
0 
6 
(17,6%) 
24 
9 
(26,5%) 
27 
19 
(55,9%) 
38 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
89 
 
2,618 
4. Biaya tambahan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
f 
% 
f.x 
1 
(2,9%) 
5 
3 
(8,8%) 
12 
10 
(29,4%) 
30 
20 
(58,8%) 
60 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
87 
 
2,559 
TOTAL 
Jumlah Responden (f) 
34 
Jumlah Presentase (%) 
52,5% 
Jumlah f.x 
357 
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Tabel 4.19 
Rentang Nilai Pelayanan Publik Dengan Kepastian Baiya 
Rentang Nilai Kategori 
136     -  244,7 Sangat tidak setuju 
244,8  -  352,5 Tidak setuju 
352,6  -  462,3 Ragu-Ragu 
462,4  -  571,1 Setuju 
571,2  -  680 Sangat setuju 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Adapun jumlah nilai dari keempat indikator pada variabel pelayanan 
publik dengan kepastian biaya ialah 357 atau 52,5% dari nilai tersebut dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat ragu-ragu jika dinyatakan Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar memberikan pelayanan 
publik dengan kepastian biaya.  
 
IV.2.1.3 Kepatuhan Terhadap Standar Waktu 
Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Pemberian Izin pada Pemerintah Kota Makassar, telah jelas bahwa 
dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemerintah Kota 
Makassar telah menetapkan bahwa proses pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) yaitu 12 (dua belas) hari kerja. Dua belas hari tersebut mulai 
dari pendaftaran di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar sampai dengan diterbitkannya izin mendirikan bangunan tersebut.   
Standar waktu pelayanan sangat penting bagi pengguna layanan 
untuk kejelasan jangka waktu penyelesaian izin yang mereka buat di unit 
penyelenggaraan perizinan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu 
penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya persyaratan 
teknis dan administrasi hingga selesainya suatu proses pelayanan. Oleh 
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karena itu, maka pegawai dituntut untuk melaksanakan pekerjaan tepat waktu, 
tidak berbelit-belit dan pegawai harus memberikan kejelasan kapan surat izin 
diselesaikan. Selain itu untuk memenuhi hal-hal tersebut, kuantitas dan 
kualitas pegawai sangat diperlukan agar pekerjaan dapat terselesaikan 
dengan tepat waktu sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan 
harapan masyarakat.  
Adapun data yang diperoleh dari tanggapan masyarakat berdasarkan 
penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 
Tabel 4.20 
Tanggapan Responden Terhadap Pegawai Melaksanakan Pekerjaan 
Tepat Waktu 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 0 0 0 
2. Setuju 4 6 24 17,6 
3. Ragu-Ragu 3 7 21 20,6 
4. Tidak setuju 2 21 42 61,8 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 87 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) =  87 = 2,559 
                                   N     34  
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 21 responden atau 
61,8% menjawab tidak setuju, 7 responden atau 20,6% menjawab ragu-ragu 
dan 6 responden atau 17,6% menjawab setuju. Dari hal tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa masyarakat tidak setuju terhadap pegawai Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar melaksanakan 
pekerjaan tepat waktu dengan rata-rata skor adalah 2,559. 
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Tabel 4.21 
Kejelasan Kapan Surat Izin Diselesaikan 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 0 0 0 
2. Setuju 4 4 16 11,8 
3 Ragu-Ragu 3 8 24 23,5 
4. Tidak setuju 2 22 44 64,7 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 84 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) =  84  = 2,470 
                                  N     34  
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 
22 responden atau 64,7% menjawab tidak setuju, 8 responden atau 23,5% 
menjawab ragu-ragu, dan 4 responden atau 11,8% menjawab setuju. Maka 
dari itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak setuju terhadap adanya 
kejelasan kapan surat izin diselesaikan dengan rata-rata skor 2,470. 
Tabel 4.22 
Kuantitas Dan Kualitas Pegawai Yang Ada Dapat Mengerjakan 
Pekerjaan Tepat Waktu 
 
No. 
Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x 
Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 0 0 0 
2. Setuju 4 4 16 11,8 
3. Ragu-Ragu 3 10 30 29,4 
4. Tidak setuju 2 20 40 58,8 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 86 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 86 = 2,529 
                                  N    34  
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 20 
responden ata 58,8% menjawab tidak setuju, 10 responden atau 29,4% 
menjawab ragu-ragu dan 4 responden atau 11,8% menjawab setuju. Maka 
dari itu masyarakat tidak setuju mengenai kuantitas dan kualitas pegawai 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yang ada 
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dapat mengerjakan pekerjaan tepat waktu khusunya surat Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) dengan rata-rata skor adalah 2,529. 
Dari ketiga pernyataan yang menjadi indikator dalam variabel 
kepatuhan terhadap standar waktu dapat disimpulkan secara umum tingkat 
kepatuhan terhadap standar waktu pada Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar yaitu sebagai berikut:  
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Tabel 4.23 
Nilai Kepatuhan terhadap Standar Waktu 
 
No Jawaban responden  
Sangat 
Setuju 
Setuju 
Ragu-
Ragu 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Jumlah 
Rata-
Rata 
Skor 
5 4 3 2 1 
1. Pegawai melaksanakan pekerjaan tepat 
waktu 
f 
% 
f.x 
0 
(0%) 
0 
6 
(17,6%) 
24 
7 
(20,6%) 
21 
21 
(61,8%) 
42 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
87 
2,559 
2. Kepastian kapan surat izin diselesaikan f 
% 
f.x 
0 
(0%) 
0 
4 
(11,8%) 
16 
8 
(23,5%) 
24 
22 
(64,7%) 
44 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
84 
2,470 
3. Kuantitas dan kualitas pegawai yang ada 
dapat mengerjakan pekerjaan tepat waktu 
f 
% 
f.x 
0 
(0%) 
0 
4 
(11,8%) 
16 
10 
(29,4%) 
30 
20 
(58,8%) 
40 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
86 
2,529 
TOTAL 
Jumlah Responden (f) 
34 
Jumlah Presentase (%) 
50,39% 
Jumlah f.x 
257 
Sumber: Data Olahan, 2015 
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Tabel 4.24 
Rentang Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Waktu 
 
Rentang Nilai Kategori 
102     -  183,5 Sangat tidak setuju 
183,6  -  265,1 Tidak setuju 
265,2  -  345,7 Ragu-ragu 
346,8  -  428,3 Setuju 
428,4  -  510 Sangat setuju 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Adapun jumlah nilai dari ketiga indikator pada variabel kepatuhan 
terhadap standar waktu adalah 257 atau 50,39%  dari presentase maksimum 
pada variabel ini. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
tidak setuju Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
dalam memberikan pelayanan khusunya pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) patuh terhadap standar waktu. 
 
IV.2.1.4 Pelayanan Publik yang Responsif  
Pelayanan publik yang akuntabel adalah pelayanan yang responsif. 
Menurut Agus Sulistiyono dalam bukunya “Manajemen Penyelenggaraan 
Hotel” (1999, 35-36) menyatakan bahwa pelayanan responsif yaitu kesadaran 
atau keinginan untuk cepat bertindak membantu tamu dan memberikan 
pelayanan yang tepat waktu. 
Selain itu, pelayanan yang responsif merupakan pelayanan yang 
mengutamakan dan menempatkan kepentingan masyarakat pengguna jasa 
sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai 
sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atau organisasi harus dicurahkan 
dan diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.  
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Pelayanan yang responsif diharapkan mampu memenuhi kepentingan 
masyarakat. Oleh karena itu pegawai yang melayani masyarakat harus cepat 
tanggap terhadap keluhan masyarakat. Keluhan yang disampaikan 
masyarakat merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa pelayanan 
selama ini yang diberikan oleh biorokrasi belum dapat memenuhi harapan 
masyarakat.  
Pemberian pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
sangat penting untuk kemajuan organisasi. Aspirasi masyarakat sangat 
dibutuhkan agar pemerintah atau organisasi mendapatkan kepercayaan untuk 
mengurus segala kebutuhan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat, pegawai pun harus memberikan kesan yang baik. Memberikan 
keramahan dan kenyamanan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan 
masyarakat.  
Untuk mengukur tingkat responsivitas pelayanan pblik yang diberikan 
oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
digunakan beberapa indikator sebagai berikut yaitu pegawai cepat tanggap 
terhadap keluhan masyarakat, pemberian pelayanan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, pegawai ramah dalam memberikan pelayanan, dan 
pegawai memberikan kenyaman dalam berinteraksi dan berkomunikasi 
dengan masyarakat.  
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Tabel 4.25 
Tanggapan Responden Terhadap Pegawai Cepat Tanggap 
Terhadap Keluhan Masyarakat 
 
No. 
Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x 
Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 1 5 2,9 
2. Setuju 4 4 16 11,8 
3. Ragu-Ragu 3 20 60 58,8 
4. Tidak setuju 2 9 18 26,5 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 99 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 99 = 2,911 
N    34 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 20 
responden atau 58,8% menjawab ragu-ragu, 9 responden atau 26,5% 
mejawab tidak setuju, 4 responden atau 11,8% menjawab setuju dan 1 
responden atau 2,9% menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat tidak setuju terhadap pernyataan pegawai 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar cepat 
tanggap terhadap keluhan masyarakat dengan rata-rata skor 2,911. 
Tabel 4.26 
Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Pelayanan Sesuai 
Dengan Kebutuhan Masyarakat 
 
No. 
Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x 
Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 0 0 0 
2. Setuju 4 9 36 26,5 
3. Ragu-Ragu 3 14 42 41,2 
4. Tidak setuju 2 11 22 32,4 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 100 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 100 = 2,941 
N     34 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 14 responden atau 
41,2% menjawab ragu-ragu, 11 responden atau 32,4% menjawab tidak setuju, 
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dan 9 responden atau 26,5% menjawab setuju. Maka dari itu dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat tidak setuju terhadap pemberian pelayanan 
surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar  yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dengan  rata-rata skor adalah 2,941.  
 
Tabel 4.27 
Tanggapan Responden Terhadap Keramahan Pegawai Dalam 
Melayani Masyarakat 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 1 5 2,9 
2. Setuju 4 10 40 29,4 
3. Ragu-Ragu 3 15 45 44,1 
4. Tidak setuju 2 8 16 23,5 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 106 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 106 = 3,118 
                                  N      34 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 15 
responden atau 44,1% menjawab ragu-ragu, 10 responden atau 29,4% 
menjawab setuju dan 1 responden atau 2,9% menjawab sangat setuju. Maka 
dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat ragu-ragu jika pegawai 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar ramah 
dalam melayani masyarakat dengan rata-rata skor 3,118.  
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Tabel 4.28 
Tanggapan Responden Terhadap Kenyamanan Dalam Berinteraksi 
Dan Berkomunikasi Dengan Masyarakat 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 4 20 11,8 
2. Setuju 4 14 56 41,2 
3. Ragu-Ragu 3 10 30 29,4 
4. Tidak setuju 2 6 12 17,6 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 118 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 118 = 3,471  
                                  N     34 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 14 
responden atau 41,2% menjawab setuju, 10 responden atau 29,4% menjawab 
ragu-ragu, 6 responden atau 17,6% menjawab tidak setuju dan 4 responden 
atau 11,8%% menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan 
bahwa masyarakat ragu-ragu jika pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar ramah dalam melayani masyarakat 
dengan rata-rata skor 3,471. 
Tabel 4.29 
Pelayanan Yang Diberikan Sudah Memenuhi Hak Warga Untuk 
Mendapatkan Pelayanan Yang Terbaik 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor (x) Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 1 5 2,9 
2. Setuju 4 10 40 29,4 
3 Ragu-Ragu 3 12 36 35,3 
4. Tidak setuju 2 11 22 32,4 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 103 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) =  103 = 3,029 
                                   N             34 
 Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 12 
responden atau 35,3% menjawab ragu-ragu, 11 responden atau 32,4% 
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menjawab tidak setuju, 10 responden atau 29,4% menjawab setuju dan 1 
responden atau 2,9% menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik 
kesimpulan bahwa masyarakat setuju jika pegawai Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar ramah dalam melayani masyarakat 
dengan rata-rata skor 3,029. 
Dari kelima pernyataan yang menjadi indikator dalam variabel 
pelayanan publik yang responsif dapat disimpulkan secara umum tingkat 
pelayanan publik yang responsif pada Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar yaitu sebagai berikut:  
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Tabel 4.30 
Nilai Pelayanan Publik yang Responsif 
 
N
o 
Jawaban responden  Sangat 
Setuju 
Setuju 
Ragu-
Ragu 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak Setuju Jumlah 
Rata-Rata Skor 
5 4 3 2 1 
1. Pegawai cepat tanggap 
terhadap keluhan masyarakat 
f 
% 
f.x 
1 
(2,9%) 
5 
4 
(11,8%) 
16 
20 
(58,8%) 
60 
9 
(26,5%) 
18 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
99 
2,911 
2. Pemberian pelayanan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat 
f 
% 
f.x 
0 
(0%) 
0 
9 
(26,5%) 
36 
14 
(41,2%) 
42 
11 
(32,4%) 
22 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
100 
2,941 
3. Kenyamanan dalam berinteraksi 
dan berkomunikasi dengan 
masyarakat  
f 
% 
f.x 
1 
(2,9%) 
5 
10 
(29,4%) 
40 
15 
(44,1%) 
45 
8 
(23,5%) 
16 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
106 
3,118 
4. Keramahan pegawai dalam 
melayani masyarakat 
f 
% 
f.x 
4 
(11,8%) 
20 
14 
(41,2%) 
56 
10 
(29,4%) 
30 
6 
(17,6%) 
12 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
118 
3,471 
5. Pelayanan yang diberikan 
sudah memenuhi hak warga 
untuk mendapatkan pelayanan 
yang terbaik 
f 
% 
f.x 
1 
(2,9%) 
5 
10 
(29,4%) 
40 
12 
(35,3%) 
36 
11 
(32,4%) 
22 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
103 
3,029 
TOTAL  Jumlah Responden (f) 34 
Jumlah Presentase (%) 61,88% 
Jumlah f.x 526 
Sumber: Data Olahan, 2015 
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Tabel 4.31 
Rentang Nilai Pelayanan Publik Yang Responsif 
Rentang Nilai Kategori 
170  -  305 Sangat tidak  setuju 
306  -  441  Tidak setuju 
442  -  577 Ragu-ragu 
578  -  713 Setuju 
714  -  850 Sangat setuju 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Adapun jumlah nilai dari keempat indikator pada variabel kepatuhan 
terhadap standar waktu adalah  526 atau 61,88% dari presentase 
maksismum pada variabel ini. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat ragu-ragu mengenai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar memberikan pelayanan yang responsif. 
Tabel 4.32 
Persentase Akuntabilitas Pelayanan 
No. Aspek Persentase(%) 
1 Kepatuhan terhadap prosedur 69,52 % 
2 Pelayanan publik yang murah biya 52,5 % 
3 Kepatuhan terhadap standar waktu 50,39 % 
4 Pelayanan publik yang responsif 61,88 % 
Sumber: Data Olahan, 2015 
Dari keempat pernyataan yang menjadi indikator akuntabilitas pelayanan 
yang telah dibahas di atas maka dapat kita lihat bahwa terdapat satu indikator yang 
paling menonjol yakni kepatuhan terhadap prosedur dengan persentase 69,52%. 
Sedangkan ada tiga indikator yang memperoleh persentase terendah yaitu, 
pelayanan publik yang responsif dengan persentase 61,88%, pelayanan publik 
dengan kepastian biaya dengan persentase 52,5% serta kepatuhan terhadap 
standar waktu dengan persentse 50,39%. Dari data tersebut  maka, dapat dilihat 
bahwa akuntabiitas publik di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar terlihat dalam aspek kepatuhan terhadap prosedur. 
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Berdasarkan hasil penilaian dari 34 kuesioner yang dibagikan kepada 
responden maka, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat merasa 
pelayanan IMB belum akuntabel yang disebabkan masih banyaknya keluhan 
masyarakat. Pada bagian pembahasan hasil, penelitian, peniliti memaparkan hasil 
analisis terkait permasalahan tersebut. 
 
IV.2.2 Faktor-Faktor yang Mendukung Akuntabilitas 
Adapaun menurut Manggaukang, faktor-faktor yang mendukung 
akuntabilitas sebagai berikut: 
IV.2.2.1 Besarnya Partisipasi Penduduk Dan Penerima Layanan Dalam 
Menegakkan Akuntabilitas 
Akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi 
masyarakat dalam proses penegakan hukum. Partisipasi masyarakat sangat 
diperlukan dalam membantu pemerintah menegakkan akuntabilitas. 
Partisipasi masyarakat hanya dapat dipenuhi apabila suatu hal sampai batas 
tertentu telah dilaksanakan secara transparan. Sementara itu, mustahil norma 
akuntabilitas dapat direalisasi apabila kesempatan masyarakat untuk 
berpartisipasi tidak dibuka. Begitu pula halnya dengan norma transparansi 
tidak ada gunanya bila hal itu tidak dimaksudkan untuk memungkinkan 
partispasi dan permintaan akuntabilitas masyarakat. Akuntabilitas sulit 
terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi masyarakat dalam proses 
penegakan hukum. Ketidakjelasan dan ketidaktransparan dalam proses 
penegakan hukum, membuat masyarakat selalu diliputi oleh berbagai 
pertanyaan apakah benar bahwa kepentingan masyarakat selalu 
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diprioritaskan. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat 
(empowering), kepercayaan masyarakat harus meningkat dan kesempatan 
masyarakat untuk berpartisipasi ditingkatkan (Wignjosoebroto, 2002).  
Penilaian masyarakat terhadap mutu pelayanan sebagian besar terjadi 
ketika mereka bertemu muka langsung dengan petugas pelayan. Dalam 
berinteraksi tatap muka dengan masyarakat, yang utama adalah keaslian 
sikap dan perilaku sesuai dengan hati nurani. Perilaku yang dibuat-buat atau 
berlebihan sangat mudah dikenali oleh masyarakat dan juga memperburuk 
penilaian mereka. Maka dari itu hal tersebut dapat dijadikan sebuah indikator 
untuk mengukur melihat bagaimana partisipasi penduduk dalam menegakkan 
akuntabilitas yaitu pegawai sangat transparansi dalam memberikan 
pelayanan kepada semua masyarakat, masyarakat bebas dalam 
mengeluarkan pendapat/keluhan terhadap pelayanan yang didapatkannya, 
serta respon pegawai terhadap keluhan masyarakat.  Adapun data hasil dari 
pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.33 
Tanggapan Responden Terhadap Transparansi Pegawai Dalam 
Memberikan Pelayanan Kepada Semua Masyarakat 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 2 10 5,9 
2. Setuju 4 10 40 29,4 
3. Ragu-Ragu 3 9 27 26,5 
4. Tidak setuju 2 13 26 38,2 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 103 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 103 = 3,029 
                                  N    34  
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa 13 responden atau 38,2% 
menjawab tidak setuju, 10 responden atau 29,4% menjawab setuju, 9 
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responden atau 26,5% menjawab ragu-ragu dan 2 responden atau 5,9% 
menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
masyarakat ragu-ragu jika dinyatakan pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar transparansi dalam memberikan 
pelauanan kepada semua masyarakat dengan rata-rata skor 3,029. 
Tabel 4.34 
Tanggapan Responden Terhadap Masyarakat Bebas Mengeluarkan 
Pendapat/Keluhan Terhadap Pelayanan Yang Didapatkan 
 
N
o. 
Tanggapan 
reponden 
Skor (x) Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 3 15 8,8 
2. Setuju 4 22 88 64,7 
3. Ragu-Ragu 3 9 27 26,5 
4. Tidak setuju 2 1 2 2,9 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 132 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 132 = 3,882 
                                  N     34  
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 22 
responden atau 64,7% menjawab setuju, 9 responden atau 26,5% menjawab 
ragu-ragu, 3 responden atau 8,8% mennjawab sangat setuju dan 1 responden 
atau 2,9% menjawab tidak setuju. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat ragu-ragu jika masyarakat bebas mengeluarkan 
pendapat/keluhan terhadap pelayanan yang mereka dapatkan pada saat 
mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar dengan rata-rata skor adalah 3,882. 
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Tabel 4.35 
Pegawai Merespon Baik Pendapat/Keluhan Masyarakat 
 
No Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 1 5 2,9 
2. Setuju 4 8 32 23,5 
3. Ragu-Ragu 3 10 30 29,4 
4. Tidak setuju 2 15 30 44,1 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 97 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 97 = 2,852 
                                   N    34 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 15 responden atau 
44,1% menjawab tidak setuju, 10 responden atau 29,4% menjawab ragu-ragu, 
ada 8 responden atau 23,5% yang menjawab setuju dan 1 responden atau 
2,9% menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
masyarakat tidak setuju jika pegawai badan perizinan terpadu dan 
penanaman modal kota makassar merespon dengan baik pendapat/keluhan 
masyarakat dengan rata-rata skor adalah 2,852. 
Dari ketiga pernyataan yang menjadi indikator terhadap variabel ini 
maka dapat disimpulkan secara umum besarnya partisipasi penduduk dan 
penerima layanan dalam menegakkan akuntabilitas yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.36 
Nilai Besarnya Partisipasi Penduduk Dan Penerima Layanan Dalam Menegakkan Akuntabilitas 
 
No Jawaban responden  
Sangat 
Setuju 
Setuju 
Ragu-
ragu 
Tidak 
Setuju 
Sangat Tidak 
Setuju Jumlah 
Rata-Rata Skor 
5 4 3 2 1 
1. Transparansi terhadap 
pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada semua 
masyarakat 
f 
% 
f.x 
2 
(5,9%) 
10 
10 
(29,4%) 
40 
9 
(26,5%) 
27 
13 
(38,2%) 
26 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
103 
 
3,029 
2. Masyarakat bebas 
mengeluarkan 
pendapat/keluhan terhadap 
pelayanan yang 
didapatkannya 
f 
% 
f.x 
3 
(8,8%) 
15 
22 
(64,7%) 
66 
9 
(26,5%) 
27 
1 
(2,9%) 
2 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
132 
 
3,884 
3. Pegawai merespon baik 
pendapat/keluhan 
masyarakat 
f 
% 
f.x 
1 
(2,9%) 
5 
8 
(23,5%) 
32 
10 
(29,4%) 
30 
15 
(44,1%) 
30 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
97 
 
2,852 
TOTAL 
Jumlah Responden (f) 
34 
Jumlah Presentase (%) 
65,09% 
Jumlah f.x 
332 
Sumber: Data diolah, 2015 
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Tabel 4.37 
Rentang Nilai Besarnya Partisipasi Penduduk dan Penerima Layanan Dalam 
Menegakkan Akuntabilitas 
 
Rentang Nilai Kategori 
102     -  183,5 Sangat tidak setuju 
183,6  -  265,1 Tidak setuju 
265,2  -  346,7 Ragu-ragu 
346,8  -  428,3 Setuju 
428,4  -  510 Sangat setuju 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Adapun jumlah nilai dari ketiga indikator pada variabel partisipasi 
penduduk dan penerima layanan dalam menegakkan akuntabilitas ialah 332 
atau 65,09%  dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat ragu-
ragu mengenai mereka  diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat 
dalam menegakkan akuntabilitas sebagai penerima layanan.  
 
IV.2.2.2 Perlunya Penggambaran Fungsi Dan Kekuasan Yang Tidak 
Hanya Menurut Garis Hirarkis(Vertical) Tetapi Juga Horisontal 
Penggambaran fungsi dan kekuasaan diperlukan agar masyarakat 
mengerti akan fungsi dan kekuasaan pegawai dalam pemerintahan. Mengenai 
fungsi dan kekuasaan pegawai dalam organisasi tergambar struktur 
organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka antar hubungan satuan-
satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang 
yang masing-masing memiliki peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh 
(Etzioni, 1985). Struktur yang baik harus memenuhi syarat sehingga menjsdi 
efisien. Struktur yang sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat 
menjalankan peranannya dengan tertib, sedangkan struktur yang efisien 
berarti dalam menjalankan peranannya masing-masing satuan organisasi 
dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja.  
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Organisasi yang baik tidak hanya melihat garis tingkatan vertikal saja. 
Garis vertikal menggambarkan hubungan otoritas, hubungan pelaporan, 
tingkatan hirarki, dan rentang kendali. Hubungan horisontal pun diperlukan 
untuk mengkoordinasikan kegiatan individu atau bagian organisasi yang 
berada pada tingkatan hirarki yang sama.  
Penggambaran fungsi dan kekuasaan dari organisasi perlu dipahami 
oleh masyarakat juga. Dikarenakan masyarakat perlu beradaptasi dan 
menghadapi berbagai macam watak dan tingkah laku seseorang dalam suatu 
organisasi. Selain itu masyarakat perlu mengetahui tugas pegawai agar tidak 
salah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, dibawah ini 
disajikan data mengenai masyarakat mengerti dengan struktur jabatan 
pegawai dan masyarakat paham akan tugas-tugas pegawai dikantor.  
Tabel 4.38 
Masyarakat Paham Dengan Struktur Jabatan Pegawai Di Badan 
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase (%) 
1. Sangat setuju 5 1 5 2,9 
2. Setuju 4 4 16 11,8 
3. Ragu-Ragu 3 7 21 20,6 
4. Tidak setuju 2 20 40 58,8 
5. Sangat tidak setuju 1 2 2 5,9 
Total (N) 34 84 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 84 = 2,471 
                                N    34  
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 20 responden atau 
58,8% menjawab tidak setuju, 7 responden atau 20,6% menjawab ragu-ragu, 
4 responden atau 11,8% yang menjawab setuju dan 1 responden atau 2,9% 
menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
masyarakat tidak setuju jika mereka dikatakan mengerti dengan struktur 
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jabatan pegawai di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar dengan rata-rata skor adalah 2,471. 
Tabel 4.39 
Pemahaman Masyarakat Dengan Tugas-Tugas Pegawai Di Badan 
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 1 5 2,9 
2. Setuju 4 8 32 23,5 
3. Ragu-ragu 3 4 12 11,8 
4. Tidak setuju 2 21 42 61,8 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 91 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 91 = 2,676 
                                     N    34  
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 21 responden 61,8% 
menjawab tidak setuju, 8 responden atau 23,5% menjawab setuju, ada 4  
responden atau 11,8% yang menjawab ragu-ragu dan ada 1 responden atau 
2,9% menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
masyarakat tidak setuju jika mereka dikatakan paham tugas-tugas pegawai di 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar dengan 
rata-rata skor adalah 2,676. 
Dari kedua pernyataan yang menjadi indikator terhadap variabel ini 
maka dapat disimpulkan secara umum perlunya penggambaran fungsi dan 
kekuasaan yang tidak hanya menurut garis hirarkis (vertikal) dan juga 
horisontal yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.40 
Nilai Faktor Perlunya Penggambaran Fungsi Dan Kekuasan Yang Tidak Hanya Menurut Garis Hirarkis(Vertical) 
Tetapi Juga Horisontal 
 
No Jawaban responden  Sangat 
Setuju 
Setuju 
Ragu-
ragu 
Tidak 
Setuju 
Sangat Tidak 
Setuju Jumlah 
Rata-Rata 
Skor 
5 4 3 2 1 
1. Masyarakat paham 
dengan struktur jabatan 
pegawai 
F 
% 
f.x 
1 
(2,9%) 
5 
4 
(11,8%) 
16 
7 
(20,6%) 
21 
20 
(58,8%) 
40 
2 
(5,9%) 
2 
34 
(100%) 
84 
 
2,471 
2. Pemahaman 
masyarakat dengan 
tugas-tugas pegawai 
F 
% 
f.x 
1  
(2,9%) 
5 
8 
(23,5%) 
32 
4 
(11,8%) 
12 
21 
(61,8%) 
42 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
91 
 
2,676 
TOTAL 
Jumlah Responden (f) 34 
Jumlah Presentase (%) 51,47% 
Jumlah f.x 175 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
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Tabel 4.41 
Rentang Nilai Perlunya Penggambaran Fungsi dan Kekuasaan Yang Tidak 
Hanya Menurut Garis Hirarkis (Vertikal) Tapi Juga Horisontal 
 
Rentang Nilai Kategori 
68       -  122,3 Sangat tidak setuju 
122,4  -  176,7 Tidak setuju 
176,8  -  231,1 Ragu-ragu 
231,2  -  285,5 Setuju 
285,6  -  340 Sangat setuju 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Adapun jumlah nilai dari kedua indikator pada variabel perlunya 
penggambaran fungsi dan kekuasaan yang tidak hanya menurut garis 
hirarkis(vertikal) tetapi juga horisontal ialah 175 atau 51,47% dari nilai tersebut 
dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak setuju mengenai ada  
penggambaran fungsi dan kekuasaan  baik menurut garis hirarkis vertikal 
maupun horisontal. 
 
IV.2.2.3 Perlunya Dialog Dengan Masyarakat Tentang Pentingnya 
Akuntabilitas Dengan Bahasa Yang Mudah Dipahami 
Pentingnya akuntabilitas harus disadari oleh seluruh anggota 
organisasi maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan implementasi konsep 
akuntabilitas di Indonesia bukan tanpa hambatan. Faktor karakter seperti 
kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibandingkan 
pelayanan kepada masyarakat dan rendahnya standar kesejahteraan memicu 
pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencukupi kebutuhannya 
dengan melanggar azas akuntabilitas.  
Diperlukan dialog dengan masyarakat agar lembaga publik atau 
pemerintah dapat bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun 
transparansi dan akuntabilitas serta memberikan pemahaman tentang 
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pentingnya optimalisasi dan pengelolaan dan tanggung jawab yang 
transparan dan akuntabel guna mewujudkan good governance.   
Dialog perlu diadakan oleh suatu lembaga pemerintahan termasuk 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar dengan 
masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Ada pun mengenai program 
atau kegiatan dialog dengan masyarakat dilaksanakan atau tidak berikut data 
yang diperoleh di lapangan sebagai berikut: 
Tabel 4.42 
Tanggapan Responden Terhadap Ada Program Atau Kegiatan Dialog 
Dengan Masyarakat 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 1 5 2,9 
2. Setuju 4 2 8 5,9 
3. Ragu-Ragu 3 13 39 38,3 
4. Tidak setuju 2 13 26 38,3 
5. Sangat tidak setuju 1 5 5 14,7 
Total (N) 34 83 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 83 = 2,441  
                                   N            34  
  Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 13 responden 38,3% 
menjawab tidak setuju, 13 responden atau 38,2% menjawab ragu-ragu, ada 2 
responden atau 5,9% menjawab setuju dan ada 1 responden atau 2,9% yang 
menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
masyarakat tidak setuju mengenai adanya dialog dengan masyarakat yang 
diadakan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar tentang pentingnya akuntabilitas dengan bahasa yang mudah 
dipahami dengan rata-rata skor adalah 2,441. 
Dari pernyataan berdasarkan indikator perlunya dialog dengan 
masyarakat mengenai pentingnya akuntabilitas sesuai dengan hasil diatas 
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dapat dikatakan bahwa dialog ini tidak dijalankan sepenuhnya sebagai salah 
satu cara untuk mengetahui pentingnya akuntabilitas.  
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Tabel 4.43 
Perlunya Dialog Dengan Masyarakat Tentang Pentingnya Akuntabilitas Dengan Bahasa Yang Mudah Dipahami 
 
No Jawaban responden  Sangat 
Setuju 
Setuju 
Ragu-
ragu 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak Setuju Jumlah 
Rata-Rata Skor 
5 4 3 2 1 
1. Tanggapan responden terhadap 
ada program atau kegiatan dialog 
dengan masyarakat 
F 
% 
f.x 
1 
(2,9%) 
5 
2 
(4,9%) 
8 
13 
(38,3%) 
39 
13 
(38,3%) 
26 
5 
(14,7%) 
5 
34 
(100%) 
83 
2,441 
TOTAL Jumlah Responden (f) 34 
Jumlah Presentase (%) 48,8% 
Jumlah f.x 83 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
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Tabel 4.44 
Rentang Nilai Perlunya Dialog Dengan Masyarakat Tentang Pentingnya 
Akuntabilitas Dengan Bahasa Yang Mudah Dipahami 
 
Rentang Nilai Kategori 
34       -   61,1 Sangat tidak setuju 
61,2    -   88,3 Tidak setuju 
88,4    -   115,5 Ragu-ragu 
115,6  -   142,7 Setuju 
142,8  -   170 Sangat setuju 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Adapun jumlah nilai dari indikator pada variabel perlunya 
penggambaran dialog dengan masyarakat tentang pentingnnya akuntabilitas 
dengan bahasa yang mudah dipahami ialah 83 atau 61% dari nilai tersebut 
dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak setuju mengenai ada  dialog yang 
dilakukan dengan masyarakat tentanng pentingnnya akuntabilitas. 
 
IV.2.2.4 Meningkatkan Partisipasi Penerima Layanan Terhadap Aktivitas 
Dan Fungsi Lembaga Publik Terhadap Masyarakat 
Menigkatkan partisipasi penerima layanan dapat membantu 
membangun organisasi menjadi lebih baik. Membangun organisasi menjadi 
lebih baik tidak hanya menyangkut salah satu atau beberapa sektor kehidupan 
saja. Banyak sedikitnya patrisipasi sektor tersebut sangat memberikan 
dampak bagi perkembangan organisasi.  
Aktivitas dan fungsi lembaga publik membutuhkan adanya partisipasi 
masyarakat yang berupaya untuk memecahkan permasalahan yang mereka 
hadapi secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perlunya 
diketahui aktifitas dan fungsi lembaga publik oleh masyarakat disebabkan 
agar terjalinnya kerja sama dan hubungan yang sinergi dengan kebutuhan 
masyarakat. 
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Untuk mendukiung aktivitas organisasi salah satunya diperlukan 
teknologi yang memadai. Kehadiran teknologi dalam organisasi saat ini tidak 
dapat dipisahkan dari jalannya sebuah organisasi. Karena dengan 
keberadaan teknologi informasi, menjadi faktor penentu utama dari 
keberhasilan organisasi  (Gordon & Gordon, 2000).  
Sarana dan prasarana termasuk terknologi yang dapat mendukung 
keberhasilan organisasi. Tersedianya sarana dan prasarana dapat membantu 
pegawai dalam mengerjakan tugasnya sehingga tercapai kinerja yang 
optimal. Dalam hal ini sarana yang dimaksud yaitu kenyamanan ruang tunggu, 
banyaknya loket pelayanan serta ketertiban dalam mengantri sehingga 
masyarakat yang datang mengurus merasa nyaman. Sealin itu, pemanfaatan 
teknologi juga digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam 
memperoleh informasi. Oleh karena itu dibutuhkan akses internet yang 
mudah.  
Adapun hal-hal yang diteliti dalam penelitian ini yaitu menyangkut 
tersedianya sarana dan prasaran yang memadai, kenyamanan masyarakat 
dan penggunaan website internet yang mudah diakses. 
Tabel 4.45 
Tanggapan Responden Terhadap Tersedianya Sarana Dan Prasarana 
Yang Memadai 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 4 20 11,8 
2. Setuju 4 16 64 47,1 
3. Ragu-ragu 3 10 30 29,4 
4. Tidak setuju 2 4 8 11,8 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 122 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 122 = 3,588 
                                   N             34  
  Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
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Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 16 responden 47,1% 
menjawab setuju, 10 responden atau 29,4% menjawab ragu-ragu, 4 
responden atau 11,8% menjawab tidak setuju dan ada 4 responden atau 
11,8% menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
masyarakat ragu-ragu mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tersedia dengan 
memadai dengan rata-rata skor adalah 3,588. 
Tabel 4.46 
Kenyamanan Masyarakat Dalam Menerima Pelayanan 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase (%) 
1. Sangat setuju 5 2 10 5,9 
2. Setuju 4 13 52 38,2 
3. Ragu-ragu 3 9 27 26,5 
4. Tidak setuju 2 10 20 29,4 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 109 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 109 = 3,21  
                                    N   34  
  Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 13 responden 38,2% 
menjawab setuju, 10 responden atau 29,4% menjawab tidak setuju, ada 9 
responden atau 26,5% yang menjawab ragu-ragu, dan ada 2 responden atau 
5,9% menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
masyarakat ragu-ragu mengenai adanya dialog dengan masyarakat yang 
diadakan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar tentang pentingnya akuntabilitas dengan bahasa yang mudah 
dipahami dengan rata-rata skor adalah 3,21. 
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Tabel 4.47 
Kemudahan Mengakses Internet Oleh Masyarakat 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 4 20 11,7 
2. Setuju 4 14 56 41,2 
3. Ragu-ragu 3 7 24 20,6 
4. Tidak setuju 2 9 18 26,5 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 118 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 118 = 3,471 
                                 N    34  
  Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 14 responden 41.2% 
menjawab setuju, 9 responden atau 26,5% menjawab tidak setuju, ada 7 
responden atau 20,6% yang menjawab ragu-ragu dan 4 responden atau 
11,7% menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
masyarakat ragu-ragu mengenai kemudahan mengakses internet Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar dengan rata-rata 
skor adalah 3,471 . 
Dari ketiga pernyataan yang menjadi indikator terhadap variabel ini 
maka dapat disimpulkan secara umum kemudahan mengakses internet 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar sebagai 
berikut: 
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Tabel 4.48 
Nilai Faktor Meningkatkan Partisipasi Penerima Layanan Terhadap Aktivitas Dan Fungsi Lembaga Publik Terhadap 
Masyarakat 
 
No Jawaban responden  
Sangat 
Setuju 
Setuju 
Ragu-
ragu 
Tidak 
Setuju 
Sangat Tidak 
Setuju Jumlah 
Rata-Rata Skor 
5 4 3 2 1 
1. Tersedianya sarana dan 
prasarana yang memadai 
f 
% 
f.x 
4 
(11,8%) 
20 
10 
(47,1%) 
64 
10 
(29,4%) 
30 
4 
(11,8%) 
8 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
122 
 
3,588 
2. Kenyamanan masyarakat 
dalam menerima pelayanan 
f 
% 
f.x 
2 
(5,9%) 
10 
13 
(38,2%) 
52 
9 
(26,5%) 
27 
10 
(29,4%) 
20 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
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3,21 
3. Kemudahan mengakses 
internet oleh masyarakat 
f 
% 
f.x 
4 
(11,7%) 
20 
14 
(41,2%) 
56 
7 
(20,6%) 
24 
9 
(26,5%) 
18 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
118 
 
3,471 
TOTAL 
Jumlah Responden (f) 34 
Jumlah Presentase (%) 68,4% 
Jumlah f.x 349 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
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Tabel 4.49 
Rentang Nilai Meningkatkan Partisipasi Penerima Layanan Terhadap 
Aktivitas dan Fungsi Lembaga Publik Terhadap Masyarakat 
 
Rentang Nilai Kategori 
102     -   183,5 Sangat tidak setuju 
183,6  -   265,1 Tidak setuju 
265,2  -   346,7 Ragu-ragu 
346,8  -   428,3 Setuju 
428,4  -   510 Sangat setuju 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Adapun jumlah nilai dari ketiga indikator pada variabel partisipasi 
penduduk dan penerima layanan dalam menegakkan akuntabilitas ialah 349 
atau 68,4%  dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat setuju 
mengenai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
dapat meningkatkan partisipasi penerima layanan terhadap aktivitas dan 
fungsi lembaga publik terhadap masyarakat.  
IV.2.2.5 Mendorong Media Pers Untuk Memberi Cakupan Yang Lebih 
Luas Tentang Aktivitas Pembangunan Di Tingkat Distrik 
Pers sangat penting untuk masyarakat di negara demokrasi. Pers 
merupakan salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran 
dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi.  
Secara umum fungsi pers bagi masyarakat yaitu memberikan informasi dan 
hiburan kepada masyarakat pembaca atau pemirsanya. Untuk itu dibutuhkan 
pers yang bebas tetapi bertanggung jawab. Kebebasan pers memiliki 
hubungan yang erat dengan fungsi pers dalam masyarakat demokrasi. Dalam 
masyarakat demokrasi, pers berfungsi menyediakan informasi dan alternativ 
serta evaluasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam partisipasinya dalam 
proses penyelenggaraan negara.  
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Pers juga dapat berfungsi untuk melakukan pengawasan, kritik, 
koreksi dan saran terhadap hal-hal yang menjadi kepentingan umum. Sudah 
menjadi seharusnya pers selalu memberikan realitas mengenai aktivitas 
lembaga pemerintahan.  Dimana pers tidak boleh memihak kepada salah satu 
pihak antara masyarakat dengan pemerintah akan tetapi pers harus 
memberikan kebenaran dari suatu kejadian. Untuk itu perlu diketahui 
pandangan masyarakat mengenai peran pers selama ini dalam memberikan 
informasi tentang aktivitas-aktivititas yang berkaitan dengan kepentingan 
umum.  
Tabel 4.50 
Tanggapan Responden Terhadap Peran Pers Dalam Memberikan 
Realitas Mengenai Aktivitas Lembaga Pemerintahan 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 1 5 2,9 
2. Setuju 4 4 16 11,8 
3. Ragu-Ragu 3 16 48 47,1 
4. Tidak setuju 2 13 26 38,2 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 95 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) =  95 = 2,794 
                                   N     34  
  Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 16 responden 47,1% 
menjawab ragu-ragu, 13 responden atau 38,2% menjawab tidak setuju, ada 4 
responden atau 11,8% yang menjawab setuju dan ada 1 responden atau 2,9% 
menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
masyarakat tidak setuju mengenai peranan pers yang selalu memberikan 
realitas mengenai aktivitas lembaga pemerintahan dengan rata-rata skor 
adalah 2,794. 
 
  
115 
 
Tabel 4.51 
Pers Memihak Dengan Lembaga Pemerintahan 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 5 25 14,7 
2. Setuju 4 12 48 35,3 
3. Ragu-ragu 3 15 45 44,1 
4. Tidak setuju 2 2 4 5,9 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 122 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 122 = 3,588 
                                   N     34  
  Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 15 responden 44,1% 
menjawab ragu-ragu, 12 responden atau 35,3% menjawab setuju, ada 5 
responden atau 14,7% menjawab sangat setuju dan ada 2 responden atau 
5,9% yang menjawab tidak setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan 
bahwa masyarakat ragu-ragu mengenai peranan pers yang tidak memihak 
dengan lembaga pemerintah dengan rata-rata skor adalah 3,588. 
  Tabel 4.52 
Pers Mengawasi Dengan Baik Akuntabilitas Pelayanan Yang 
Diberikan Kepada Masyarakat 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 2 10 5,9 
2. Setuju 4 10 40 29,4 
3. Ragu-Ragu 3 15 45 44,1 
4. Tidak setuju 2 7 14 20,6 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 109 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 109 = 3,205 
                                  N     34  
 Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 15 responden 44,1% 
menjawab ragu-ragu, 10 responden atau 29,4% menjawab setuju, ada 7 
responden atau 20,6% yang menjawab tidak setuju dan adan 2 responden 
atau 5,9% menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan 
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bahwa masyarakat ragu-ragu mengenai peranan pers mengawasi dengan 
baik akuntabilitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan rata-
rata skor adalah 3,205. 
Tabel 4.53 
Pers Bebas Dalam Memberikan Informasi Mengenai Program-
Program Untuk Kepentingan Publik 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase (%) 
1. Sangat setuju 5 5 25 14,7 
2. Setuju 4 14 56 41,2 
3. Ragu-Ragu 3 14 42 41,2 
4. Tidak setuju 2 6 12 17,6 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 135 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 135 = 3,971 
                                     N        34  
  Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 14 responden 41,2% 
menjawab setuju, 14 responden atau 41,2% menjawab ragu-ragu, 6 
responden atau 17,6% menjawab tidak setuju, dan ada 5 responden atau 
14,7% yang menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan 
bahwa masyarakat ragu-ragu mengenai peranan pers yang bebas dalam 
memberikan informasi mengenai program-program untuk kepentingan publik 
engan rata-rata skor adalah 3,971. 
Dari keempat pernyataan yang menjadi indikator terhadap variabel ini 
maka dapat disimpulkan secara umum peranan pers yang bebas dalam 
memberikan informasi mengenai program-program untuk kepentingan publik 
sebagai berikut: 
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Tabel 4.54 
Nilai Faktor Mendorong Media Pers Untuk Memberi Cakupan Yang Lebih Luas Tentang Aktivitas Pembangunan Di 
Tingkat Distrik 
 
 
Sumber: data diolah, 2015
No Jawaban responden  
Sangat 
Setuju 
Setuju 
Ragu-
ragu 
Tidak 
Setuju 
Sangat Tidak 
Setuju Jumlah 
Rata-Rata Skor 
4 3  2 1 
1. Peran pers dalam memberikan 
realitas mengenai aktivitas 
lembaga pemerintahan 
f 
% 
f.x 
1 
(2,9%) 
5 
4 
(11,8%) 
16 
16 
(47,1%) 
48 
13 
(38,2%) 
26 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
95 
 
2,794 
2. Pers memihak dengan 
lembaga pemerintahan 
f 
% 
f.x 
5 
(14,7%) 
25 
12 
(35,3%) 
48 
15 
(44,1%) 
45 
2 
(5,9%) 
4 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
122 
 
3,588 
3. Pers mengawasi dengan baik 
akuntabilitas yang diberikan 
kepada masyarakat 
f 
% 
f.x 
2 
(5,9%) 
10 
10 
(29,4%) 
40 
15 
(44,1%) 
45 
7 
(20,6%) 
14 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
109 
 
3,205 
4. Pers bebas dalam 
memberikan informasi 
mengenai program-program 
untuk kepentingan publik 
f 
% 
f.x 
5 
(14,7%) 
25 
14 
(41,2%) 
56 
14 
(41,2%) 
42 
6 
(17,6%) 
12 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
135 
 
3,971 
TOTAL 
Jumlah Responden (f) 34 
Jumlah Presentase (%) 67,8% 
Jumlah f.x 461 
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Tabel 4.55  
Rentang Nilai Mendorong Media Pers Untuk Memberi Cakupan Yang Lebih 
Luas Tentang Aktivitas Pembangunan Di Tingkat Distrik 
 
Rentang Nilai Kategori 
136     -  244,7 Sangat tidak setuju 
244,8  -  353,5 Tidak setuju 
353,6  -  462,3 Ragu-ragu 
462,4  -  571,1 Setuju 
571,2  -  680 Sangat setuju 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Adapun jumlah nilai dari ketiga indikator pada variabel partisipasi 
penduduk dan penerima layanan dalam menegakkan akuntabilitas ialah 461 
atau 67,8%  dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat ragu-
ragu mengenai peranan pers yang bebas dalam memberikan informasi terkait 
perihal program-program untuk kepentingan publik.  
IV.2.2.6 Menciptakan Lingkungan Yang Mendukung Pencapaian 
Akuntabilitas 
Lingkungan yamg mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputi 
lingkungan internal dan eksternal yang merupakan suatu hal yang dapat 
membentuk, memperkuat ataupun dapat memperlemah efektifitas 
pertanggungjawaban entitas atau wewenang dan tanggungjawab yang 
dilimpahkan kepadanya.  
Menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian akuntabilitas 
erat kaitannya dengan  etika perilaku dan kultur organisasi yang akuntabel, 
sehingga dapat mengurangi atau menghindari kecurangan seperti 
kecurangan dalam laporan keuangan daln laporan hasil pelaksanaan 
kegiatan, kecurangan penggelapan aset bahkan kecurangan tindak pidana 
korupsi.  
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Menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian akuntabilitas 
suatu organisasi dapat dilakukan dalam bentuk sarana-prasarana, sosial 
maupun lingkungan hidup. Dalam hal ini peneliti khusus meneliti sarana 
penyampaian informasi yang disediakan oleh Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar yaitu website internet 
yang dibuat yaitu  www.perizinan.makassarkota.go.id .  
Website internet pada dasarnya memiliki beberapa fungsi yaitu 
salah satu sebagai alat untuk menyebarkan informasi dengan segera dan 
sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Website organisasi 
yang menggunakan media internet ini sangat efektif untuk menjangkau 
khalayak dikarenakan kombinasi sistem komunikasi dan komputer 
memungkinkan pengiriman dan pemindahan data dari seorang pengguna 
ke sejumlah orang atau sebaliknya. Sifat komunikasi yang cepat dan lintas 
batas di era digital memungkinkan beragam bentuk informasi dan jaringan 
kerja yang belum pernah dikenal sebelumnya, ini disebabkan sifat media 
interaktif yang tak kenal oleh jarak dan waktu.  
Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan indikator efektif 
dan efisiensi dari sarana website yang ada untuk mengukur faktor 
lingkungan mendukung pencapaian akuntabilitas.  
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Tabel 4.56 
Kemudahan Memperoleh Informasi (Mengunduh Data-Data, dll ) 
Pada Website Internet Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 
Modal Kota Makassar 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase 
(%) 
1. Sangat setuju 5 1 5 2,9 
2. Setuju 4 3 12 8,8 
3. Ragu-ragu 3 10 30 29,4 
4. Tidak setuju 2 20 40 58,8 
5. Sangat tidak setuju 1 0 0 0 
Total (N) 34 87 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 87 = 2,559 
                                 N    34  
 Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 20 responden 58,8% 
menjawab tidak setuju, 10 responden atau 29,4% menjawab ragu-ragu, ada 3 
responden atau 8,8% yang menjawab setuju dan 1 responen atau 2,9% 
menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
masyarakat tidak setuju mengenai kemudahan kemudahan (mengunduh 
data-data) website internet Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar dengan rata-rata skor adalah 2,559. 
Tabel 4.57 
Efektifitas Dan Efisiensi Website Internet Bagi Masyarakat 
 
No. Tanggapan 
reponden 
Skor 
(x) 
Frekuensi 
(f) 
f.x Presentase (%) 
1. Sangat setuju 5 1 5 2,9 
2. Setuju 4 5 20 14,7 
3. Ragu-ragu 3 7 24 20,6 
4. Tidak setuju 2 17 34 50 
5. Sangat tidak setuju 1 4 4 11,8 
Total (N) 34 87 100 
Rata-rata skor = jumlah (f.x) = 87 = 2,559 
                                 N    34  
  Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 17 responden 50% 
menjawab tidak setuju, 7 responden atau 20,6% menjawab ragu-ragu, ada 5 
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responden atau 14,7% yang menjawab setuju dan 1 responden atau 2,9% 
menjawab sangat setuju. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
masyarakat tidak setuju mengenai efektifitas dan efisiensi website internet 
bagi masyarakat dengan rata-rata skor adalah 2,559. 
Dari kedua pernyataan yang menjadi indikator terhadap variabel ini 
maka dapat disimpulkan secara umum efektifitas dan efisiensi website internet 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar sebagai 
berikut: 
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Tabel 4.58 
Nilai Faktor Menciptakan Lingkungan Yang Mendukung Pencapaian Akuntabilitas 
 
N
o 
Jawaban responden  Sangat 
Setuju 
Setuju Ragu-
ragu 
Tidak 
Setuju 
Sangat Tidak 
Setuju 
Jumlah Rata-Rata Skor 
5 4 3 2 1 
1. Kemudahan memperoleh 
informasi pada (mengunduh 
data-data, dll) pada website 
internet   
f 
% 
f.x 
1 
(2,9%) 
5 
3 
(8,8%) 
12 
10 
(29,4%) 
30 
20 
(58,8%) 
40 
0 
(0%) 
0 
34 
(100%) 
87 
 
2,559 
2. Efektifitas dan efisiensi website 
internet bagi masyarakat 
f 
% 
f.x 
1 
 (2,9%) 
5 
5 
(14,7%) 
20 
7 
(20,6%) 
24 
17 
(50%) 
34 
4 
(11,8%) 
4 
34 
(100%) 
87 
 
2,559 
TOTAL 
Jumlah Responden (f) 34 
Jumlah Presentase (%) 51,2% 
Jumlah f.x 174 
Sumber: Data diolah, 2015 
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Tabel 4.59 
Rentang Nilai Menciptakan Lingkungan Yang Mendukung Pencapaian 
Akuntabilitas 
 
Rentang Nilai Kategori 
 68      -  122,3 Sangat tidak setuju 
122,4  -  176,7 Tidak setuju 
176,8  -  231,1 Ragu-ragu 
231,2  -  285,5 Setuju 
285,6  -  340 Sangat setuju 
Sumber: Data Primer Olahan, 2015 
Adapun jumlah nilai dari ketiga indikator pada variabel partisipasi 
penduduk dan penerima layanan dalam menegakkan akuntabilitas ialah 174 
atau 51,2%  dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak 
setuju  website internet Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar efektifitas dan efisiensi.  
Tabel 4.60 
Persentase Faktor-Faktor Yang Mendukung Akuntabilitas 
No. Faktor-Faktor Persentase(%) 
1 Besarnya partisipasi penduduk dan penerima 
layanan dalam menegakkan akuntabilitas 
65,09% 
2 Perlunya penggambaran fungsi dan dan 
kekuasaan yang tidak hanya menurut garis 
hirarkis (vertical) tetapi juga horizontal 
51,47% 
3 Perlunya dialog dengan masyarakat tentang 
pentingnya akuntabilitas dengan bahasa 
yang mudah dipahami  
48,8% 
4 Meningkatkan partisipasi penerima layanan 
terhadap aktivitas dan fungsi lembaga publik 
terhadap masyarakat 
68,4% 
5 Mendorong media pers untuk memberi 
cakupan yang lebih luas tentang aktivitas 
pembangunan di tingkat distrik 
67,8% 
6 Menciptakan lingkungan yang mendukung 
pencapaian akuntabilitas. 
51,2% 
Sumber: Data Olahan, 2015 
Dari keenam pernyataan yang menjadi faktor yang mendukung  
akuntabilitas pelayanan yang telah dibahas di atas maka dapat kita lihat bahwa 
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terdapat satu indikator yang paling menonjol dengan persentase yakni faktor 
partisipasi penerima layanan terhadap aktivitas dan fungsi lembaga publik 
terhadap masyarakat dengan persentase 68,4%. Sedangkan ada lima indikator 
yang memperoleh persentase terendah yaitu, faktor media pers untuk memberi 
cakupan yang lebih luas tentang aktivitas pembangunan di tingkat distrik dengan 
persentase 67,8%, faktor partisipasi penduduk dan penerima layanan dalam 
menegakkan akuntabilitas dengan persentase 65,09%, faktor penggambaran 
fungsi dan dan kekuasaan yang tidak hanya menurut garis hirarkis (vertical) tetapi 
juga horizontal dengan persentse 51,47%, faktor lingkungan yang mendukung 
pencapaian akuntabilitas dengan persentase 51,2% serta faktor dialog dengan 
masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas dengan bahasa yang mudah 
dipahami dengan persentase 48,8%. Dari data tersebut  maka, dapat dilihat bahwa 
faktor-faktor yang mmendukung akuntabiitas publik di Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar masih ada yang harus dibenahi dan 
ditingkatkan. 
Berdasarkan hasil penilaian dari 34 kuesioner yang dibagikan kepada 
responden maka, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat merasa faktor-
faktor yang mmendukung akuntabiitas publik belum dijalankan dengan sebaik-
baiknya  yang disebabkan masih banyaknya keluhan masyarakat. Pada bagian 
pembahasan hasil, penelitian, peniliti memaparkan hasil analisis terkait 
permasalahan tersebut. 
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IV.3 Pembahasan  
IV.3.1 Akuntabilitas Pelalayanan Publik  
Akuntabilitas pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi, dalam hal ini 
adalah badan Pelayanan Perizinan terpadu dan penanaman modal kota makassar 
merupakan kewajibannya untuk mepertanggungjawabkan keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan misinya dalam memberikan pelayanan sehingga secara 
sederhana dapat dikatakan bahwa menciptakan akuntabilitas berarti 
menyelaraskan prosedur pelayanan sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang ada 
di masyarakat demi kepuasan pelanggan. Terciptanya akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik ini tidak saja menguntungkan bagi masyarakat 
akan tetapi juga mempunyai arti yang sangat  penting dalam kehidupan 
pemerintahan. Dalam konteks, akuntabilitas akan berimplikasi pada kekuasaan 
karena akuntabilitas melahirkan kepercayaan dan legitimasi sebagai syarat 
berlangsungnya kekuasaan.  
Adapun akuntabilitas pelayanan publik menurut Sheila Elwood dalam 
Manggaukang (2006:37) mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas, yaitu : 
1) Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan 
jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang 
diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin 
dijalankannya jenis auntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.  
2) Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang 
digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis 
akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang 
cepat, responsif, dan murah biaya.  
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3) Akuntabilitas program, yaitu : akuntabilitas yang terkait dengan 
perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, 
atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif 
program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. 
4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan 
pertanggungjawaban pemerintah daerah  terhadap masyarakat luas. Ini 
artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat 
melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan 
keputusan. 
Pada dasarnya akuntabilitas merupakan suatu konsep yang baik dalam 
memperbaiki birokrasi publik yang baik dalam memperbaiki birokrasi publik agar 
sesuai dengan harapan-harapan publik. Itulah alasan mengapa dalam pencapaian 
good governance diperlukan kontrol penuh dari seluruh stakeholder terhadap 
birokrasi agar dapat akuntabel. Selain itu akuntabilitas dapat menjadi acuan dalam 
pengelolaan dan pengendalian sumber daya aparatur dalam penerapan kebijakan 
publik dalam rangka pencapaian good governance.  
Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil dari kuesioner penelitian ke 
dalam penarikan kesimpulan secara induktif. Sesuai dengan apa yang telah 
dikemukakan pada latar belakang mengenai permasalahan yang ditemui di 
masyarakat, maka akuntabilitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan 
dianalisis menggunakan Teori Akuntabilitas Proses dari Sheila Elwood terkait 
dengan kepatuhan terhadap prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas 
apakah sudah cukup baik, pelayanan publik dengan kepastian biaya, kepatuhan 
terhadap standar waktu dan pelayanan publik yang responsif.  
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IV.3.1.1 Kepatuhan Terhadap Prosedur 
Kepatuhan terhadap prosedur erat kaitannya dengan Standar 
Operasional Prosedur (SOP). Dengan adanya SOP maka segala aktivitas 
organisasi dapat berjalan terarah yang tentunya sesuai visi misi organisasi. 
Kepatuhan terhadap prosedur ini dapat diketahui melalui dengan cara  melihat 
bagaimana pelayanan yang diberikan masyakat sesuai dengan prosedur yang 
masyarakat ketahui. 
Adapun permasalahan yang diangkat pada indikator ini yaitu adanya 
keluhan masyarakat mengenai prosedur yang panjang dan berbelit-belit. 
Kasus ini merupakan adalah permasalahan yang paling dikeluhkan 
dikarenakan adanya kerja sama antar dua instansi yaitu Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan. 
Dimana masyarakat yang telah mengurus persyaratan administrasi di Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal selanjutnya akan berurusan 
dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Nafiri, 29 tahun). Oleh karena itu 
pula masyarakat harus paham mengenai prosedur mulai dari mengajukan 
permohonan surat izin sampai diterbitkannya surat Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) tersebut. 
Selain itu adanya diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat dalam 
pelayanan. Dimana ada sebagian masyarakat yang memperoleh kemudahan 
di dalam pelayanan karena adanya kedekatan hubungan antara aparat 
sebagai pemberi layanan dengan masyarakat yang dilayani sehingga 
pelayanannya lebih mudah dan cepat.   
Berdasarkan kondisi aktual melalui data hasil kuesioner  yang terlah 
diisi oleh masyarakat mengenai kepatuhan prosedur  terdapat nilai dan 5 buah 
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pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prosedur. Kelima pertanyaan ini 
dijawab dengan setuju dengan tingkatan presentasi 69,52%.  Hal ini dapat 
membuktikan bahwa masyarakat setuju mengenai kepatuhan pegawai Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar terhadap prosedur 
khususnya dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Akan tetapi jika 
dilihat dari masing-masing pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang 
dijawab tidak setuju oleh masyarakat yaitu salah satunya mengenai pelayanan 
yang diberikan profesional, tanpa diskriminasi. Hal ini didukung pula dengan 
hasil wawancara dengan salah satu responden (Nurdiansyah,38 tahun) yang 
mengatakan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang dilayani cepat 
dibanding dengan masyarakat umumnya, dimana masyarakat yang memiliki 
kerabat mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berada diruangan 
yang berbeda dengan masyarakat umum yang mengurus Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) juga. Selain itu, salah satu responden juga mengaku bahwa 
ketika beliau ingin mengambil formulir untuk mengurus IMB, beliau tidak 
dikenakan biaya karena memiliki kendala di DTRB. Hal ini menunjukkan 
pelayanan tanpa diskriminasi masih belum bisa dihilangkan di Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar.  
Pada prinsipnya aturan mengenai standar pelayanan sebagaimana 
Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang sekurang-
kurangnya meliputi : persyaratan prosedur pelayanan, waktu, biaya,  sarana 
dan prasarana,kompetensi petugas pelayanan. Selain itu dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik pun harus memperhatikan prinsip-prinsip 
dalam memberikan pelayanan publik di dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 
Tahun 2003 yang disebutkan salah satu prinsipnya yaitu mengenai 
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kesederhanaan. Kesederhanaan yang dimaksud adalah prosedur pelayanan 
publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Hanya 
saja, dalam realisasinya masih terdapat penyimpangan sehingga belum 
sepenuhnya memberikan pelayanan yang akuntabel kepada pengguna jasa. 
Begitu pun dengan Teori Akuntabilitas Proses menurut Sheila Elwood, Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar belum dapat 
direalisasikan dengan baik.  
IV.3.1.2 Pelayanan publik dengan kepastian biaya 
Kejelasan mengenai biaya merupakan suatu hal yang tidak kalah 
pentingnya dalam melihat akuntabilitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) yaitu besaran biaya atau dana yang dipergunakan dalam proses 
pengurusan izin mendirikan bangunan mulai dari awal hingga diterbitkannya 
izin tersebut.  
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Pemberian Izin pada Kota Makassar, pengguna hanya diwajibkan 
membayar biaya retribusi IMB yang telah ditentukan berdasarkan luas 
bangunan. 
Adapun permasalahan yang diangakat pada indikator ini yaitu adanya 
keluhan masyarakat mengenai adanya biaya tambahan ekstra atau pungutan 
liar (pungli). Berdasarkan data hasil kuesioner yang diperoleh  mengenai 
pelayanan publik dengan kepastian biaya, dari ke 4 pertanyaan tentang 
pelayanan publik dengan kepastian biaya. Keempat pertanyaan ini 
masyarakat ragu-ragu mengenai pelayanan publik murah biaya yang 
dilaksanakan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar. Adanya biaya tambahan atau dikenal dengan istilah pungutan liar 
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oleh masyarakat masih terjadi pada proses pembuatan surat Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB). Berasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden 
mengatakan bahwa pungutan liar (pungli) yang beliau alami ketika pegawai 
DTRB datang meninjau dan mengharuskan untuk membuat papan IMB, 
karena kesibukan beliau meminta pegawai tersebut untuk mengurus papan 
tersebut dengan harga yang lebih mahal daripada harga sebenarnya. Selain 
itu ketika beliau ke kelurahan, salah satu petugas menawarkan formulir jasa 
IMB dan dikenakan biaya kira-kira Rp 50.000-Rp 100.000.   
Melihat fenomena tersebut, adanya ketidakjelasan informasi 
mengenai biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat menyebabkan banyak 
terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum. Selain itu, peneliti pun tidak 
menemukan adanya papan informasi yang berisi tarif papan IMB, biaya 
retribusi maupun papan prosedur pengurusan IMB.  
Pada dasarnya kemunculan praktik pemberian uang ekstra pelayanan 
tersebut dipengaruhi oleh adanya kesamaan motivasi secara ekonomis. Pada 
sisi aparat birokrasi, penerimaan uang pelayanan ekstra dari masyarakat 
diartikan sebagai bagian dari ‘ucapan terima kasih’ dari pengguna jasa atas 
pelayanan yang diperolehnya. Aparat birokrasi merasa telah memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa, pemberian uang ekstra 
pelayanan kepada aparat tidak hanya sekadar untuk mendapatkan 
kemudahan pelayanan, tetapi lebih dari hal itu adalah untuk membangun 
jaringan di dalam birokrasi. Banyak dari warga masyarakat pengguna jasa 
yang merasakan kemudahan pelayanan dari birokrasi kerana telah lama 
mempunyai jaringan di dalam birokrasi.  
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Berdasarkan masih adanya masalah-masalah mengenai pelayanan 
yang murah biaya ini dapat menunjukkan bahwa indikator pelayanan publik 
dengan kepastian biaya teori akuntabilitas proses menurut Sheila Ewood 
belum dapat direalisasikan dengan baik oleh Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar. 
IV.3.1.3 Kepatuhan terhadap Standar Waktu. 
Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Pemberian Izin pada Pemerintah Kota Makassar, telah jelas bahwa 
dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) Pemerintah Kota 
Makassar telah menetapkan bahwa proses pelayanan izin mendirikan 
bangunan (IMB) yaitu 12 (dua belas) hari kerja. Dua belas hari tersebut mulai 
dari pendaftaran di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar sampai dengan diterbitkannya izin mendirikan bangunan tersebut.  
Standar waktu pelayanan sangat penting bagi pengguna layanan 
untuk kejelasan jangka waktu penyelesaian izin yang mereka buat di unit 
penyelenggaraan peerizinan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu 
penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya persyaratan 
teknis dan administrasi hingga selesainya suatu proses pelayanan.  
Adapun permasalahan yang temui dalam indikator ini yaitu masyarakat 
mengeluhkan tidak adanya kejelasan waktu penyelesaian surat izin dan telah 
melampaui waktu yang ditentukan. Masyarakat juga mengeluhkan 
persyaratan administrasi dan mekanisme yang memakan waktu banyak 
sedangkan masyarakat juga memiliki kesibukan lain. Oleh karena 
ketidakpastian waktu pelayanan membuat sebagian masyarakat lebih memilih 
menggunakan jasa orang lain atau orang dalam yang dikenal untuk 
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memudahkan dan mempercepat pengurusan pembuatan surat Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB).  
Melihat hasil data yang didapatkan melalui kuesioner dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat tidak setuju mengenai kepatuhan terhadap 
standar waktu pelayanan dilaksanakan dengan baik.  Hal ini dapat dilihat dari 
3 buah pertanyaan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar waktu 
masyarakat menjawab tidak setuju. Kepastian kapan surat izin tidak dapat 
dipastikan karena proses pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 
Makassar harus memeriksa kebenaran dari berkas pemohon. Berdasarkan 
hasil wawancara, salah satu yang menjadi kendala lamanya penertiban surat 
IMB yaitu perencanaan bangunan yang dilihat melalui gambar tidak sesuai 
dengan kondisi di lokasi menurut pegawai DTRB yang datang mengecek 
lokasi (Arfa, 40tahun). Jika gambar dianggap tidak sesuai dengan kondisi di 
lokasi maka masyarakat harus membuat gambar ulang. Hal inilah yang sering 
dijadikan ruang yang tepat dimana oknum-oknum perantara (calo) 
menawarkan kepada masyarakat untuk dibantu dalam proses pengurusan 
IMB dengan alasan bisa mempercepat waktu proses penerbitan izin.  
Berdasarkan masalah tersebut Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
Kota Makassar belum mampu menjalankan salah prinsip-prinsip dalam 
memberikan pelayanan publik berdasarkan Keputusan MENPAN nomor 63 
Tahun 2003 yaitu mengenai kepastian dan tepat waktu dan teori akuntabilitas 
proses menurut Sheila Elwood.  
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IV.3.1.4 Pelayanan Publik yang Responsif 
Pelayanan publik yang akuntabel adalah pelayanan yang responsif. 
Menurut Agus Sulistiyono dalam bukunya “Manajemen Penyelenggaraan 
Hotel” (1999, 35-36) menyatakan bahwa pelayanan responsif yaitu kesadaran 
atau keinginan untuk cepat bertindak membantu tamu dan memberikan 
pelayanan yang tepat waktu. 
Selain itu, pelayanan yang responsif merupakan pelayanan yang 
mengutamakan dan menempatkan kepentingan masyarakat pengguna jasa 
sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai 
sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atau organisasi harus dicurahkan 
dan diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. 
Pelayanan yang responsif diharapkan mampu memenuhi kepentingan 
masyarakat. Oleh karena itu pegawai yang melayani masyarakat harus cepat 
tanggap terhadap keluhan masyarakat. Keluhan yang disampaikan 
masyarakat merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa pelayanan 
selama ini yang diberikan oleh biorokrasi belum dapat memenuhi harapan 
masyarakat.  
Pemberian pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
sangat penting untuk kemajuan organisasi. Aspirasi masyarakat sangat 
dibutuhkan agar pemerintah atau organisasi mendapatkan kepercayaan untuk 
mengurus segala kebutuhan masyarakat.  Dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat, pegawai pun harus memberikan kesan yang baik. Memberikan 
keramahan dan kenyamanan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan 
masyarakat.  
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Berdasarkan hasil data kuesioner yang diperoleh, pemberian 
pelayanan pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar masyarakat menilai ragu-ragu mengenai pelayanan yang diberikan 
bersifat responsif. Hal ini dapat dilihat dari 5 buah pertanyaan dimana 
masyarakat memberi jawaban ragu-ragu terhadap pelayanan responsif yang 
diberikan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar. Berdasarkan pengamatan langsung yang dilihat oleh peneliti 
bahwa pegawai yang bertugas dapat melayani masyarakat sesuai dan 
memberikan kenyamanan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan 
masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari keluhan yang disampaikan oleh 
masyarakat pengguna jassa merupakan indikator yang memperlihatkan 
bahwa pelayanan selama ini yang dihasilkan oleh birokrai belum dapat 
memenuhi harapan masyarakat. 
Kemampuan birokrasi untuk memprioritaskan pengguna jasa belum 
dapat terpenuhi, namu dengan adanya keluhan dari masyarakat menunjukkan 
semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menuntut hak-haknya 
sebagai konsumen untuk memperoleh pelayanan yang terbaik.  
Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa birokrasi belum 
sepenuhnya memberikan penghargaan yang layak kepada masyarakat. 
Masyrakat masih ditempatkan pada kedudukan yang lemah sehingga 
seringkali dipinggirkan oleh kepentingan yang lain. Sehinggal dapat pula 
disimpulkan bahwa Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar belum mampu menjalankan teori Akuntabilitas Proses menurut 
Sheila Elwood yang mengatakan bahwa akuntabilitas proses yaitu 
akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam 
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melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat 
diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah 
biaya. 
IV.3.2 Faktor-Faktor Yang Mendukung Akuntabilitas 
IV.3.2.1 Besarnya Partisipasi Penduduk dan Penerima Layanan Dalam 
Menegakkan Akuntabilitas 
Akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa pemantauan dan 
partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Partisipasi 
masyarakat sangat diperlukan dalam membantu pemerintah menegakkan 
akuntabilitas. Partisipasi masyarakat hanya dapat dipenuhi apabila suatu 
hal sampai batas tertentu telah dilaksanakan secara transparan. 
Sementara itu, mustahil norma akuntabilitas dapat direalisasi apabila 
kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi tidak dibuka. Begitu pula 
halnya dengan norma transparansi tidak ada gunanya bila hal itu tidak 
dimaksudkan untuk memungkinkan partispasi dan permintaan 
akuntabilitas masyarakat. Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan 
dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. 
Ketidakjelasan dan ketidaktransparan dalam proses penegakan hukum, 
membuat masyarakat selalu diliputi oleh berbagai pertanyaan apakah 
benar bahwa kepentingan masyarakat selalu diprioritaskan. Untuk itulah 
kemampuan masyarakat harus diperkuat (empowering), kepercayaan 
masyarakat harus meningkat dan kesempatan masyarakat untuk 
berpartisipasi ditingkatkan (Wignjosoebroto, 2002).  
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Berdasarkan pertanyaan 3 buah pertanyaan tentang partisipasi 
penduduk dalam menegakkan akuntabiltas, masyarakat menjawab ragu-
ragu mengenai partisipasi penduduk dalam menegakkan akuntabilitas 
pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
Akan tetapi respon terhadap keluhan masyarakat belum dapat 
dilaksanakan dengan baik. Selain itu masyarakat ragu-ragu mengenai 
transparansi dalam pelayanan yang diberikan baik. Penyelenggaraan 
pelayanan publik yang akuntabel akan selalu berusaha memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa meskipun 
persyaratan mereka tidak lengkap. Karena besar kemungkinan 
ketidaklengkapan persyaratan tersebut bukan semata kesalahan 
pengguna jasa, akan tetapi juga kesalahan birokrasi yang kurang 
trasnparan.  
Transparansi penting artinya bagi upaya terciptanya akuntabilitas 
dalam pelayanan publik dengan transparansi masyarakat akan 
mengetahui standar dan mekanisme yang digunakan. Sehingga mereka 
tahu apa yang seharusnya dilakukan dan dipenuhi untuk mendapatkan 
pelayanan. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang 
Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat 
dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada 
atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan jika dicermati dengan 
seksama, adanya transparansi dalam pelayanan publik akan berimplikasi 
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pada menurunnya tingkat korupsi dalam birokrasi sehingga kepercayaan 
masyarakat dapat diperoleh.  
Berdasarkan hasil kuesioner dapat pula menunjukkan bahwa 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, 
partisipasi penduduk belum akuntabel karena belum mampu memberikan 
kebebasan  kepada masyarakat mengeluarkan pendapat/keluhannya, 
transparansi pegawai dalam memberikan pelayanan serta respon pegawai 
terhadap keluhan masyarakat.  
IV.3.2.2 Perlunya Penggambaran Fungsi Dan Kekuasan Yang Tidak 
Hanya Menurut Garis Hirarkis(Vertical) Tetapi Juga Horisontal 
Penggambaran fungsi dan kekuasaan diperlukan agar masyarakat 
mengerti akan fungsi dan kekuasaan pegawai dalam pemerintahan. 
Mengenai fungsi dan kekuasaan pegawai dalam organisasi tergambar 
struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka antar 
hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, 
tugas serta wewenang yang masing-masing memiliki peranan tertentu 
dalam kesatuan yang utuh (Etzioni, 1985). Struktur yang baik harus 
memenuhi syarat sehingga menjsdi efisien. Struktur yang sehat berarti 
tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya 
dengan tertib, sedangkan struktur yang efisien berarti dalam menjalankan 
peranannya masing-masing satuan organisasi dapat mencapai 
perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja.  
Organisasi yang baik tidak hanya melihat garis tingkatan vertikal 
saja. Garis vertikal menggambarkan hubungan otoritas, hubungan 
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pelaporan, tingkatan hirarki, dan rentang kendali. Hubungan horisontal pun 
diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan individu atau bagian 
organisasi yang berada pada tingkatan hirarki yang sama. 
Kondisi aktual yang terjadi berdasarkan data hasil kuesioner yang 
diperoleh, masyarakat tidak setuju dengan ada penggambaran fungsi dan 
kekuasaan  baik menurut garis hirarkis vertikal maupun horisontal. Hal ini 
dapat dilihat dari jawaban terhadap 2 buah pertanyaan tentang 
penggambaran fungsi dan kekuasaan  baik menurut garis hirarkis vertikal 
maupun horisontal. Kedua pertanyaan tersebut dijawab dengan tidak 
setuju. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak begitu tertarik dengan 
penggambaran fungsi dan kekuasaan  baik menurut garis hirarkis vertikal 
maupun horisontal pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar. Hal ini didukung dengan hasil wawancara kepada salah 
satu responden (Hj. Wamawaty, 29 tahun) yang mengatakan bahwa tidak 
tertarik untuk mengetahui struktur, tugas dan fungsi pegawai. Beliau tidak 
mementingkan siapa yang memegang jabatan, beliau hanya berpesan 
bahwa kepala Badan dan staff pegawai dapat bekerja maksimal untuk 
memberikan pelayanan terbaik kepada masyrakat.  
Penggambaran fungsi dan kekuasaan dari organisasi perlu 
dipahami oleh masyarakat juga. Dikarenakan masyarakat perlu 
beradaptasi dan menghadapi berbagai macam watak dan tingkah laku 
seseorang dalam suatu organisasi. Selain itu masyarakat perlu mengetahui 
tugas pegawai agar tidak salah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. 
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IV.3.2.3 Perlunya Dialog Dengan Masyarakat Tentang Pentingnya 
Akuntabilitas Dengan Bahasa Yang Mudah Dipahami 
Pentingnya akuntabilitas harus disadari oleh seluruh anggota 
organisasi maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan implementasi konsep 
akuntabilitas di Indonesia bukan tanpa hambatan. Faktor karakter seperti 
kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibandingkan 
pelayanan kepada masyarakat dan rendahnya standar kesejahteraan 
memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencukupi 
kebutuhannya dengan melanggar azas akuntabilitas.  
Diperlukan dialog dengan masyarakat agar lembaga publik atau 
pemerintah dapat bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun 
transparansi dan akuntabilitas serta memberikan pemahaman tentang 
pentingnya optimalisasi dan pengelolaan dan tanggung jawab yang 
transparan dan akuntabel guna mewujudkan good governance.  Dialog 
perlu diadakan oleh suatu lembaga pemerintahan termasuk Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar dengan 
masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. 
Kondisi aktual berdasarkan data hasil kuesioner menunjukkan 
bahwa masyarakat tidak setuju mengenai ada program atau kegiatan 
dialog yang diadakan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar dengan masyarakat. Sehingga kegiatan dialog ini 
tidak dijalankan sepenuhnya sebagai slaah satu cara untuk mengetahui 
pentingnya akuntabilitas.  
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IV.3.2.4 Meningkatkan Partisipasi Penerima Layanan Terhadap 
Aktivitas Dan Fungsi Lembaga Publik Terhadap Masyarakat 
Menigkatkan partisipasi penerima layanan dapat membantu 
membangun organisasi menjadi lebih baik. Membangun organisasi 
menjadi lebih baik tidak hanya menyangkut salah satu atau beberapa 
sektor kehidupan saja. Banyak sedikitnya patrisipasi sektor tersebut sangat 
memberikan dampak bagi perkembangan organisasi.  
Untuk mendukiung aktivitas organisasi salah satunya diperlukan 
teknologi yang memadai. Kehadiran teknologi dalam organisasi saat ini 
tidak dapat dipisahkan dari jalannya sebuah organisasi. Karena dengan 
keberadaan teknologi informasi, menjadi faktor penentu utama dari 
keberhasilan organisasi  (Gordon & Gordon, 2000).  
Sarana dan prasarana termasuk terknologi yang dapat mendukung 
keberhasilan organisasi. Tersedianya sarana dan prasarana dapat 
membantu pegawai dalam mengerjakan tugasnya sehingga tercapai 
kinerja yang optimal. Dalam hal ini sarana yang dimaksud yaitu 
kenyamanan ruang tunggu, banyaknya loket pelayanan serta ketertiban 
dalam mengantri sehingga masyarakat yang datang mengurus merasa 
nyaman. Sealin itu, pemanfaatan teknologi juga digunakan untuk 
mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu 
dibutuhkan akses internet yang mudah.  
Berdasarkan data hasil kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat 
setuju mengenai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar dapat meningkatkan partisipasi penerima layanan terhadap 
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aktivitas dan fungsi lembaga publik terhadap masyarakat. Hal ini dapat 
dilihat dengan jawaban dari 3 buah pertanyaan tentang meningkatkan 
partisipasi penerima layanan terhadap aktivitas dan fungsi lembaga publik 
terhadap masyarakat yang dijawab dengan presentase 68,4% yang 
tergolong dalam skala Likert setuju. Hal ini dapat dilihat hasil kuesioner 
diperoleh bahwa masyarakat setuju mengenai Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar dapat meningkatkan partisipasi 
penerima layanan terhadap aktivitas dan fungsi lembaga publik terhadap 
masyarakat. Akan tetapi berdasarkan hasil kuesioner masyarakat masih 
mengalami kendala dalam mengakses website internet dari Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan salah satu responden muda yang datang 
mengurus (Regina Claudia, 21 tahun) mengatakan bahwa dalam 
mengakses website internet dari Badan Perizinan ini cukup lama untuk 
loadingnya. Dalam website tersebut terdapat formulir pendaftaran IMB 
yang dapat diunduh dan terdapat informasi mengenai persyaratan-
persyaratan mengurus IMB. Jika terdapat kemudahan dalam mengakses 
website internet dapat mengurangi waktu masyarakat, tidak perlu lagi 
datang ke Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar atau ke kantor kelurahan hanya untuk mengetahui persyaratan 
administrasi mengurus surat IMB. 
Aktivitas dan fungsi lembaga publik membutuhkan adanya 
partisipasi masyarakat yang berupaya untuk memecahkan permasalahan 
yang mereka hadapi secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan 
mereka. Perlunya diketahui aktifitas dan fungsi lembaga publik oleh 
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masyarakat disebabkan agar terjalinnya kerja sama dan hubungan yang 
sinergi dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu diperlukannya tekonologi 
dapat mempercepat proses pelayanan sehingga pelayanan yang efektif 
dan efisien dapat terwujud.  
IV.3.2.5 Mendorong Media Pers Untuk Memberi Cakupan Yang Lebih 
Luas Tentang Aktivitas Pembangunan Di Tingkat Distrik 
Pers sangat penting untuk masyarakat di negara demokrasi. Pers 
merupakan salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan 
pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara 
demokrasi.  Secara umum fungsi pers bagi masyarakat yaitu memberikan 
informasi dan hiburan kepada masyarakat pembaca atau pemirsanya. 
Untuk itu dibutuhkan pers yang bebas tetapi bertanggung jawab. 
Kebebasan pers memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pers dalam 
masyarakat demokrasi. Dalam masyarakat demokrasi, pers berfungsi 
menyediakan informasi dan alternativ serta evaluasi yang dibutuhkan oleh 
masyarakat dalam partisipasinya dalam proses penyelenggaraan negara. 
Pers juga dapat berfungsi untuk melakukan pengawasan, kritik, 
koreksi dan saran terhadap hal-hal yang menjadi kepentingan umum. 
Sudah menjadi seharusnya pers selalu memberikan realitas mengenai 
aktivitas lembaga pemerintahan.  Dimana pers tidak boleh memihak 
kepada salah satu pihak antara masyarakat dengan pemerintah akan tetapi 
pers harus memberikan kebenaran dari suatu kejadian. 
Kondisi yang didapatkan dari data hasil kuesioner menunjukkan 
bahwa masyarakat ragu-ragu mengenai peranan pers yang bebas dalam 
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memberikan informasi terkait perihal program-program untuk kepentingan 
publik. Hal ini dapat dilihat pada hasil kuesioner yang terdapat 4 buah 
pertanyaan tentang peranan pers yang bebas dalam memberikan informasi 
terkait perihal program-program untuk kepentingan publik. Masyarakat, 
pers dan pemerintah ataupun lembaga publik dapat bekerjasama untuk 
mewujudkan negara yang bersih dari hal-hal negatif yang telah terjadi pada 
saat ini seperti praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.  
IV.3.2.6 Menciptakan Lingkungan Yang Mendukung Pencapaian 
Akuntabilitas 
Lingkungan yamg mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas 
meliputi lingkungan internal dan eksternal yang merupakan suatu hal yang 
dapat membentuk, memperkuat ataupun dapat memperlemah efektifitas 
pertanggungjawaban entitas atau wewenang dan tanggungjawab yang 
dilimpahkan kepadanya.  
Menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian 
akuntabilitas erat kaitannya dengan  etika perilaku dan kultur organisasi 
yang akuntabel, sehingga dapat mengurangi atau menghindari kecurangan 
seperti kecurangan dalam laporan keuangan daln laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan, kecurangan penggelapan aset bahkan kecurangan 
tindak pidana korupsi.  
Menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian 
akuntabilitas suatu organisasi dapat dilakukan dalam bentuk sarana-
prasarana, sosial maupun lingkungan hidup. Dalam hal ini peneliti khusus 
meneliti sarana penyampaian informasi yang disediakan oleh Badan 
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Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar yaitu 
website internet yang dibuat yaitu  www.perizinan.makassarkota.go.id. 
Website internet pada dasarnya memiliki beberapa fungsi yaitu 
salah satu sebagai alat untuk menyebarkan informasi dengan segera dan 
sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Website organisasi 
yang menggunakan media internet ini sangat efektif untuk menjangkau 
khalayak dikarenakan kombinasi sistem komunikasi dan komputer 
memungkinkan pengiriman dan pemindahan data dari seorang pengguna 
ke sejumlah orang atau sebaliknya. Sifat komunikasi yang cepat dan lintas 
batas di era digital memungkinkan beragam bentuk informasi dan jaringan 
kerja yang belum pernah dikenal sebelumnya, ini disebabkan sifat media 
interaktif yang tak kenal oleh jarak dan waktu. 
Berdasarkan hasil data kuesioner yang diperoleh menunjukkan 
bahwa masyarakat tidak setuju mengenai faktor lingkungan dapat 
mendukung akuntabilitas di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner dengan 
pertanyaan mengenai kemudahan memperoleh informasi pada website 
internet badan perizinan serta efektifitas dan efisiensi website internet bagi 
masyarakat. Penggunaan  website internet badan perizinan terpadu yang 
menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat untuk memudahkan 
mengakses data-data apa saja yang dibutuhkan dalam pengurusan izin 
menurut masyarakat tidak berjalan efeektif. Hal ini dikarenakan banyaknya 
masyarakat yang masih tidak tau tentang website tersebut dan cara 
penggunaanya.    
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IV.3.3 Hubungan Akuntabilitas Pelayanan Dengan Faktor-Faktor Yang 
Mendukung Akuntabilitas 
Akunabilitas yang dilihat dari kualitas pelaksanaan masih berjalan dengan 
cukup baik. Artinya pihak pemberi pelayanan sudah dapat 
mempertanggungjawabkan pelayanan yang dilakukan dengan cukup baik, seperti 
berusaha menghasilakn kualitas pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat. 
Namun proses pertanggungjawaban yang dimiliki masih butuh pembenahan, agar 
aparatur pemberi pelayanan dapat memiliki tanggung jawab publik dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat.  
Adapun keterkaitan antara pelayanan dengan faktor-faktor yang 
mendukung akuntabilitas dilihat dari segi tujuan yang ingin dicapai, faktor-faktor 
yang mendukung akuntabilitas lebih mengarah kepada peran pemberi layanan 
memberi pemahaman bagaimana masyrakata harus mengetahui tetang faktor-
faktor yang mendukung akuntabilitas, bukan untuk mengetahui bagaimana 
akuntabilitas yang ada di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar. Sedangkan akuntabilitas pelayanan lebih mengarah kepada bagimana 
pandangan masyarakat tentang layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
Sehingga akuntabilitas pelayanan dengan faktor-faktor yang mendukung 
akuntabilitas menurut Manggaukang tidak memiliki hubungan keterkaitan . 
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BAB V 
PENUTUP 
V.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada beberapa indikator yang belum 
akuntabel dalam penelitian ini yaitu kepatuhan terhadap standar waktu hal ini 
dikarenakan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan IMB masih belum sesuai 
dengan waktu yang ada dalam aturan yang ada. Dan untuk dua indikator 
pelayanan publik dengan kepastian biaya dan pelayanan publik yang responsif 
masyarakat ragu-ragu dengan indikator tersebut apakah sudah akuntabel atau 
belum akuntabel. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung akuntabilitas, 
terdapat beberapa indikator yang belum akuntabel yaitu faktor perlunya 
penggambaran fungsi dan kekuasaan yang tidak hanya menurut garis hirarkis 
(vertikal) tetapi juga horisontal, faktor  perlunya dialog dengan masyarakat tentang 
pentingnya akuntabilitas dengan bahasa yang mudah dipahami dan faktor 
mencipakan lingkungan yang mendukung pencapaian akuntabilitas mendapatkan 
tanggapan tidak setuju dikarenakan ketiga faktor ini dianggap tidak begitu penting 
untuk diketahui oleh masyarakat. Faktor besarnya partisipasi penduduk dan 
penerima layanan dalam menegakkan akuntabilitas dan faktor mendorong media 
pers untuk memberi cakupan yang lebih luas tentang aktivitas pembangunan di 
tingkat distrik mendapatkan tanggapan ragu-ragu dari masyarakat. 
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V.2 Saran 
Adapun saran-saran yang penulis dapat kemukakan ialah sebagai 
beruikut: 
1. Dalam pengurusan IMB seharusnya pihak Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar memberikan kejelasan tentang 
biaya dan lama pengurusan IMB serta memonitoring proses 
pengurusan agar pungutan liar bisa dihindari. 
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas, faktor-faktor pendukung 
akuntabilitas seharusnya lebih diperhatikan lagi dan ditingkatkan 
seperti penggambaran fungsi dan kekuasaan, dialog dengan 
masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas serta penciptaan 
lingkungan yang mendukung akuntabilitas. Agar masyarakat bisa lebih 
mengetahui bagaimanna pelayanan yang diberikan kepada mareka.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
148 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku 
Abdullah, Faisal.2009. Jalan Terjal Good Governance: Prinsip, Konsep & 
Tantangan Dalam Negara Hukum. Makassar:PUKAP. 
Baringgi A dan Badu Ahmad. 2003. Manajemen Pelayanan Publik. 
Yogyakarta:Andi Offset. 
Dwiyanto, Agus. 2014. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayan Publik. 
Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.  
Dwiyanto, Agus dkk. 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press. 
Harahap, Rudy M. 2013. Pengelolaan Akuntabilitas Sektor Publik: Konsep, Praktik, 
Studi Kasus, Topik Lanjutan. Jakarta: Buletin Informasi & Teknologi (bit).  
Kumorotomo, Wahyudi. 2013. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Yogyakarta:Pustaka 
Pelajar.  
Lembaga Administasi Negara. 2004.Modul Sistem Akuntabilitas Kinerjs Instansi 
Pemerintah (Edisi Kedua). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 
Lembaga Administrasi Negara. 2006. SANKRI Edisi Revisi Sistem Administrasi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia: Landasadan Pedoman Pokok 
Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara. Jakarta: 
Lembaga Administrasi Negara.  
Moenir. 2014. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.  
Pasolong, Harbanni. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. 
Pataral, Idris. 2010. OMBUDSMAN dan Akuntabilitas Publik (Kasus Daerah 
Istimewa Yogyakarta). Jakarta: Jenki Satria.   
Raba, Manggaukang. 2006. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang: 
Universitas Muhammadiyah Malang.  
Rakhmat, 2009. Teori Administrasi dan Manajemen Publik. Jakarta: Pustaka Arif. 
Ratminto & Winarsih Atik Septi. 2013. Manajemen Pelayanan: Pengembangan 
Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan 
Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Sangkala. 2012. Dimensi-Dimensi Manajemen Publik. Yogyakarta: Ombak.  
Sujadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung:Reflika 
Adiatma. 
  
149 
 
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D. 
Bandung: Alfabeta.   
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 
Alfabeta. 
Tim Penyusun. 2012. Pedoman Penulisan dan Penilaian SkripsiJurusan Ilmu 
Administrasi. Program Studi Administrasi Negara FISIP UNHAS.  
Utomo, Warsito.  2007. Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris  Seputar 
Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar.  
Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam 
Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: Mandar Maju. 
 
Jurnal 
Agung, Gusti. 2014. Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) : (Studi Kasus: Badan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dan Dinas Tata 
Ruang dan Perumahan Kota Denpasar). Universitas Udayana. Volume 1 
Nomor 1. http://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/9364/6977  di 
unduh pada tanggal 22 April 2014 pukul 16.00 WITA.  
Tesis 
Nurdiansyah,Wahyu. 2013. Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: 
Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar). Tesis. 
Universitas Hasanuddin. 
 
Skripsi 
A.Nurhidayah.  2014. Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bagunan (IMB) di 
Kota Makassar. Skripsi. 
Nurul Mukhlida. 2013. Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus : 
Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota 
Makassar).Skripsi. 
 
Undang-Undang 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar 
 
  
150 
 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2014, tugas dan fungsi Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
 
Keputusan Menteri PAN Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 
Nomor. 26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik.  
 
Keputusan Walikota Makassar Nomor 640/464/Kep/III/2011 tentang Penetapan 
Harga Dasar Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar 
 
Website 
http://www.academia.edu/8634744/a._pengertian_standar_operasional_prosedur 
yang diunduh pada hari Senin tanggal 17 Mei 2014, pukul 15.00 WITA. 
http://gratiscatanku.blogspot.com/2013/06/penentuan-harga-pelayanan-
publik.html  yang diunduh pada hari Senin tanggal 17 Mei 2014, pukul 16.15 
WITA. 
http://makassar.antaranews.com/berita/35036/profil-antara yang di unduh pada 
hari Selasa tanggal 24 Februari, pukul 21.00 WITA.  
http://perizinan.makassarkota.go.id/reformasi-pelayanan-perizinan-kota-
makassar diunduh pada tanggal 30 April 2015 pada hari Kamis pukul 16.00 WITA. 
 
http://rakyatsulsel.com yang diunduh pada hari Selasa tanggal 24 Februari, pukul 
22.00 WITA.  
 
http://sulawesi.bisnis.com/read/20140606/12/178571/ombudsman-minta-pemkot-
makassar-optimalkan-perizinan-terpadu yang diunduh pada hari Selasa, tanggal 
19 Mei 2015, pukul 16.00 WITA. 
 
http://tempo.co yang diunduh pada hari Selasa tanggal 24 Februari, pukul 21.15 
WITA. 
 
http://www.tribunnews.com/nasional/2013/07/22/429-persen-unit-pelayanan-
kementerian-tak-pajang-standar-waktu-layanan yang diunduh pada hari Senin, 
22 April 2015 pukul 02:28 WITA.  
 
 
 
 
 
 
 
  
151 
 
 
L 
A 
M 
P 
I 
R 
A 
N 
 
 
  
152 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama Lengkap  : Nurul Amalia 
Tempat, Tanggal Lahir : Tonasa, 19 Pebruari 1993 
Agama    : Islam 
Alamat    : BTP Blok M No.14 
Jenis Kelamin   : Perempuan  
Suku/Bangsa   : Bugis/Indonesia 
Status    : Belum Menikah 
Nomor Handphone  : 085 342 300 668 
 
DATA ORANG TUA 
Nama Ayah    : H. Muchtar Rahim 
Nama Ibu   : Hj. Sungguh 
Pekerjaan Ayah   : Karyawan PT Semen Tonasa 
Pekerjaan Ibu   : Ibu Rumah Tangga 
Alamat Orang Tua  : Jln. Kasuari No. 12 Tonasa 1, Kecamatan Balocci  
  Kabupaten Pangkep  
 
RIWAYAT PENDIDIKAN 
1999 – 2005   : SD Nomor 03 Tonasa 1 
2005 – 2008   : SMP Semen Tonasa  
2008 – 2011   : SMA Semen Tonasa 
 
 
 
 
 
 
  
153 
 
PENELITIAN AKUNTABILITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
(IMB) DI BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 
KOTA MAKASSAR 
TAHUN 2015 
 
Salam,  
 Terima kasih atas waktu dan kesempatan anda mengisi Kuesioner 
Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar Tahun 2015. Maksud dan tujuan 
dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait dengan 
Kepatuhan terhadap prosedur, Pelayanan publik yang murah biaya, Kepatuhan 
terhadap standar waktu dan Pelayanan publik yang resfonsif.  
Isilah kuesioner ini secara lengkap sesuai dengan persepsi yang anda 
rasakan. Jawaban anda akan diperlakukan secara RAHASIA dan data-data dari 
survei ini akan dilaporkan dalam bentuk hasil olahan seluruh reponden, sehingga 
anda tidak perlu khawatir akan jawaban yang anda berikan.  
 
Profil responden 
Nama          :  
Umur          : 
Jenis Kelamin 
1. Pria 2. Wanita  
Status 
1. Belum Menikah 2. Sudah Menikah 3. Duda/janda 
Pendidikan 
1. S1 2. D-III 3. SMK 
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Petunjuk pengisian: 
1. Berikut disajikan pernyataan mengenai hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kegiatan Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Moda Kota Makassar 
Tahun 2015.  
2. Pada setiap pernyataan, hanya SATU jawaban yang diberikan. 
3. Cara memberikan jawaban adalah berdasarkan yang sesungguhnya 
terjadi atau sesungguhnya Saudara rasakan saat ini, sehingga pada 
umumnya pikiran/ide pertama yang terlintaas pada benak Saudara setelah 
membaca pernyataan adalah jawaban yang sebenarnya.  
4. Adapun arti dari angka-angka tersebut adalah sebagai berikut: 
1. SS  = Sangat setuju. 
2. S   = Setuju. 
3. R  = Ragu-ragu 
4. TS  = Tidak Setuju. 
5. STS = Sangat tidak setuju. 
Contoh: 
No. Pertanyaan 
 Pilihan jawaban  
SS S R TS STS 
01. 
Pembuatan Surat Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) 
cepat dan tepat waktu 
  
 
   √ 
 
Artinya Saudara merasa sangat tidak setuju terhadap pernyataan 
“Pembuatan Surat Izin Mendirikan (IMB) cepat dan tepat waktu”.  
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I. Akuntabilitas Pelayanan  
A. Adanya kepatuhan terhadap prosedur. 
 
B. Adanya pelayanan publik dengan kepastian biaya. 
 
 
No. Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
SS S R TS STS 
1. Pelayanan yang diberikan sesuai 
dengan prosedur yang ada. 
     
2. Pelayanan yang diberikan 
profesional, tanpa diskriminatif 
     
3. Masyarakat paham mengenai 
prosedur untuk mengajukan 
permohonan IMB  
     
4. Persyaratan administrasi yang ada 
tidak memberatkan masyarakat 
     
5. Waktu penyelesaian surat IMB tidak 
berbelit-belit 
     
No. Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
SS S R TS STS 
1. Biaya yang dikeluarkan sesuai 
dengan aturan 
     
2. Biaya yang diperlukan sesuai dengan 
kemampuan masyarakat 
     
3. Biaya yang harus dikeluarkan sesuai 
dengan tarif yang ada 
     
4. Adanya biaya tambahan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 
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C. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu. 
  
D. Adanya pelayanan publik yang responsif. 
No. Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
SS S R TS STS 
1. Pegawai cepat tanggap terhadap 
keluhan masyarakat  
     
2. Pemberian pelayanan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat 
     
3. Pegawai ramah dalam melayani 
masyarakat 
     
4. Pegawai memberikan kenyamanan 
dalam berinteraksi dan berkomunikasi 
dengan masyarakat 
     
5. Pelayanan yang diberikan sudah 
memenuhi hak warga untuk 
mendapatkan pelayanan yang terbaik 
     
 
 
 
 
No. Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
SS S R TS STS 
1. Pegawai melaksanakan pekerjaan 
tepat waktu  
     
2. Masyarakat mendapatkan kejelasan 
kapan surat izin diselesaikan 
     
3. Diperlukannya kualitas dan kuantitas 
pegawai agar pekerjaan terlaksana 
sesuai jangka waktu yang telah 
ditetapkan 
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II. Faktor-faktor yang Mendukung Akuntabilitas 
 
A. Besarnya partisipasi penduduk dan penerima layanan dalam 
menegakkan akuntabilitas. 
 
No. Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
SS S R TS 
STS 
1. Pegawai sangat transparansi 
dalam memberikan 
pelayanan kepada semua 
masyarakat  
     
2. Masyarakat bebas 
mengeluarkan 
pendapat/keluhan terhadap 
pelayanan yang 
didapatkannya. 
     
3. Pegawai merespon dengan 
baik pendapat/keluhan 
masyarakat. 
     
 
 
B. Perlunya penggambaran fungsi dan kekuasaan yang tidak hanya 
menurut garis hirarkis (vertikal) tetapi juga horisontal. 
 
No. Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
SS S R TS STS 
1. Masyarakat mengerti dengan 
struktur jabatan pegawai  
     
2. Masyarakat paham akan 
tugas-tugas pegawai dikantor 
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C. Perlunya dialog dengan masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas 
dengan bahasa yang mudah dipahami. 
 
No. Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
SS S R TS STS 
1. Perlu program atau kegiatan 
yang diberikan kepada 
masyarakat untuk dapat 
mengetahui secara jelas 
tanggung jawab pemerintah 
terhadap pelayanan yang 
diberikan.  
     
 
 
D. Meningkatkan partisipasi penerima layanan terhadap aktivitas dan 
fungsi lembaga publik terhadap masyarakat. 
 
No. Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
SS S R TS 
STS 
1. Tersedianya sarana dan 
prasarana yang memadai 
     
2. Masyarakat merasa nyaman 
dengan pelayanan pegawai 
     
3. Kemudahan mengakses 
internet oleh masyarakat 
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E. Mendorong media pers untuk memberi cakupan yang lebih luas 
tentang aktivitas pembangunan di tingkat distrik. 
No. Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
SS S R TS 
STS 
1. Pers selalu memberikan 
realitas mengenai aktivitas 
lembaga pemerintahan   
     
2. Pers tidak memihak dengan 
lembaga pemerintah 
     
3. Pers mengawasi dengan 
baik akuntabilitas pelayanan 
yang diberikan kepada 
pemerintah 
     
4. Pers bebas dalam 
memberikan informasi 
mengenai program-program 
untuk kepentingan publik 
     
 
F. Menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian akuntabilitas. 
 
No. Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
SS S R TS 
STS 
1. Dengan adanya website 
internet, masyarakat dapat 
memperoleh informasi 
(mengakses, mengunduh 
data-data) yang mereka 
inginkan  
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2. Website internet berjalan 
efektif dan efisien bagi 
masyarakat 
     
 
